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ABSTRAK 
IMPLEMENT ASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) Dl 

KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN 

Azelina 
azclina.abbas84@gmail.com 

Universitas Terbuka 

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran pelaksanaan dan 
mengetahui efektivitas implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan 
Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menguraikan tahapan Implementasi 
Program Keluarga Harapan, menjelaskan faktor - faktor yang menentukan 
keberhasilan implementasi program, serta mengetahui efektivitas Program 
Keluarga Harapan di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan. Hasil 
penelitian dari empat faktor menurut Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, 
disposisi dan struktur birokrasi dalam kaitannya dengan tahapan kegiatan Program 
Keluarga Harapan menunjukkan bahwa intensitas pertemuan kelompok peserta 
masih kurang, aturan dan mekanisme yang belum konsisten, masih kosongnya 
posisi operator program, anggaran pcnunjang masih minim serta belum adanya 
pemberian insentif bagi koordinator dan pendamping program. Implementasi 
Program Keluarga Harapan dalam hubungannya dengan pencapaian tujuan untuk 
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan bagi anak peserta telah 
tercapai. Namun, berdasarkan kondisi pencapaian Angka Partisipasi Mumi dan 
Angka Partisipasi Kasar masih belum efektif. Tujuan Implementasi Program 
Keluarga Harapan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan 
peserta telah tercapai, berdasarkan Angka Kematian Ibu pencapaian tujuan 
Program Keluarga Harapan bidang kesehatan sudah efektif, namun berdasarkan 
Angka Kematian Bayi/Balita masih kurang atau belum efektif. Implementasi 
Program Keluarga Harapan untuk meningkatkan kondisi ekonomi Peserta melalui 
peningkatan daya beli atau standar hidup Ia yak sudah tercapai atau sudah efektif. 
Berdasarkan basil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa masih terdapat 
beberapa kendala dalam beberapa tahapan kegiatan Program Keluarga Harapan, 
sehingga dapat dikatakan bahwa Implementasi Program Keluarga Harapan di 
Kecamatan Tanjung Palas masih belum optimal atau bel urn efektif. 

Kata Kunci : Implementasi, Program Keluarga Harapan 
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ABSTRACT 
IMPLEMENTATION OF FAMILY HOPE PROGRAM 

IN TANJUNG P ALAS DISTRICT OF BULUNGAN REGENCY 

Azelina 
azelina.abbas84@gmail.com 

Program PascaSarjana 
Universitas Terbuka 

The purpose ofth:s study is to provide an overview of the implementation 
and to know the effecti\eness of the implementation of Family Hope Program in 
Tanjung Palas, Bulunga ... 1. The method used in this research is descriptive 
qualitative method that describes the stages of Implementation of Family Hope 
Program, explaining the factors that detennine the success of the program 
implementation, and ai!OO know the effectiveness of Family Hope Program in 
Tanjung Palas, Bulungan. The result of research from four factors according to 
Edward III is communication, resources, disposition and bureaucratic structure in 
relation to the stages of Family Hope Program show that the intensity of group 
meeting is still lacking. rules and mechanism inconsistent, empty position of 
program operator, Is still minimal and there is no incentive for coordinators and 
program counterparts. Implementation of the Family Hope Program in 
conjunction with the achievement of the goal of improving access to and quality 
of education services for participating children has been achieved. However, 
pursuant to the condition of achievement of Pure Participation Rate and Rough 
Participation Rate still not effective. The purpose of Family Hope Program 
Implementation Expectations to improve access and quality of participant health 
services has been achieved, based on the Maternal Mortality Rate achievement of 
the Family Hope Program goal of health sector has been effective, but based on 
Infant Mortality I Underfive is still less or not yet effective. Family Hope Program 
Implementation to improve the economic condition Participants through increased 
purchasing power or \"iable living standards have been achieved or arc already 
effective. Based on the results of the above research can be concluded that there 
are still some obstacles in several stages of the Family Hope Program activities, so 
it can l)e said that the Implementation of Family Hope Program in Tanjung Palas 
is still not optimal or not yet effective. 

Keywords: Implementation, Family Hope Program 

II 

43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNJVERSJT AS TERBUKA 
PROGRAM PASCA SARJANA 

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 

PERNYATAAN 

TAPM yang beijudu1 "lmplementasi Program Keluarga Harapan (PKH) 
di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan" adalah basil karya saya sendiri, 
dan seluruh swnber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. 

Apabila di kemudian hari temyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya 
bersedia menerima sanksi akademik 

Tanjung Selor, I 0 Juli 2017 

NIM. 500894555 

'" 

43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Judul TAPM 

Penyusun TAPM 

NIM 

Program Studi 

Hari, Tanggal 

Pembimbing II, 

PERSETUJUAN TAPM 

lmplementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di 
Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan 

Azelina 

500894555 

Magister Administrasi Publik 

Menyetujui : 

____ _,_,himbing I, 

-
Dr. H. Entang Adby Mubtar.M.Si 

001 NIP. 19580504198601 I 001 

Mengetabui : 

43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIVERSITAS TERBUKA 
PROGRAM PASCASARJANA 

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 

Nama 
NIM 
Program Studi 
JuduiTAPM 

PENGESAHAN 

Azelina 
500894555 
Magister Administrasi Publik 
Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) 
di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Bulungan 

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) 
Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada: 

Hari!fanggal 
Waktu 

Sabtu /22 Juli 2017 

dan telah dinyatakan LULUS 

PANmA PENGUJI TAPM: 

Ketua Komisi Penguji : 

I 003 

Penguji Ahli : 

Prof. Dr. A. Aziz Sanapiab, M.P.A 
NIP. 19470120 1973061 001 

Pembimbing I : 

Pembimbing II : 

Dr. Tita Rosita. M. Pd 
NIP. I9601003 1986012 001 

Tandatangan 

<J ..... ~ ... ~ ............ .. 

.1..:./.~: ..... ~.~~i--

43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



KATAPENGANTAR 

Puji syukur yang tiada terhingga penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan, Rahmat serta Karunia-Nya kepada 

penulis, sehingga Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang berjudul 

"lmplementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Palas 

Kabupaten Bulungan", dapat diselesaikan. 

Banyak: pihak yang telah membantu dan memberikan duku11gan dalam penyusunan 

tesis ini, untuk itu maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima 

kasih dan penghargaan kepada : 

l. Bapak Prof. Drs. Ojat Darojat, M. Bus.,Ph.D. selaku Rektor Universitas Terbuka; 

2. Bapak Dr. Liestyodono Bawono, M.Si selaku Direktur Program Pascasatjana 

Universitas Terbuka; 

3. Bapak Dr.Sopjan Arifin selaku Kepala UPBJJ-UT Tarakan selaku penyelenggara 

Program Pascasaijana Magister Administra<;i Publik~ 

4. Bapak Dr. Entang Adhy Muhtar, MS, selaku Pembimbing Pertama, yang begitu 

banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan masukan terkait 

penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (TAPM); 

5. Ibu Dr. Tita Rosita, selaku Pembimbing Kedua yang telah memberikan masukan 

terkait perbaikan Tugas Akhir Program Magister (TAPM); 

6. Bapak N. Haen Hasan, A.KS, SE, selaku Kepala Ridang Rehabilitasi dan 

Pcrlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan yang juga 

V' 

43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



sebagai Ketua Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten 

Bulungan Tabun 2017; 

7. lbu Rita Fabriab, S.Psi, M.Si selaku Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Sosial 

yang juga sebagai sekretaris Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) 

Kabupaten Bulungan Tabun 2017; 

8. Ibu Martini Djumianti, S.Sos selaku staf Seksi Perlindungan Jarninan Sosial 

yang juga sebagai anggota Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) 

Kabupaten Bulungan Tahun 2017; 

9. Arwin Gutawa, S. Kom, selaku Koordinator PKH Kabupaten Bulungan; 

10. Rudiansyab, A.Md.Farm selaku Pendamping PKH Kecamatan Tanjung Palas 

Kabupaten Bulungan; 

11. Peserta PKH Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kecamatan Tanjung Palas 

Kabupaten Bulungan yang bersedia menjadi informan penelitian; 

12. Ayahanda, ibund~ saudara serta keponakan tersayang atas dukungan dan Do'a 

serta motivasi dalam penyelesaian Tugas Akhir Program Magister (T APM); 

13. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana, Program Studi Magister Administrasi 

Publik, Universitas Terbuka atas bantuan dan motivasi selarna proses perkuliahan 

maupun saat penyusunan TAPM. 

14. Semua pihak yang tidak bisa karni sebutkan satu persatu, yang banyak membantu 

penulis baik materil maupun pikiran sehingga Tugas Akhir Program Magister ini 

dapat diselesaikan. 

VIi 

43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini, masih banyak terdapat kekurang~ 

oleh karena itu saran-saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan guna 

perbaikan lebih lanjut. 

Demikian penulisan Tugas Akhir Program Pascasarjana rm, diharapkan 

bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. 

Tanjung Selor, Juli 2017 

Azelina 

viii 

43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



DAFTAR lSI 

Halanum 

Abstrak ................................................................................................... . 

Abstract................................................................................................... ii 

Lembar Pemyataan Bebas Plagiat ............................................................ m 

Lembar Persetujuan ................................................................................. iv 

Lembar Pengesahan .. ............. ......... .... ....................... ..... ......................... v 

Kata Pengantar ........................................................................................ v1 

Daftar lsi ................................................................................................. IX 

Daftar Bagan ........................................................................................... xii 

DaftarTabel ............................................................................................ xiii 

Daftar Gam bar......................................................................................... xv 

BAB !. PENDAHULUAN .................................................................... . 

A. Latar Belakang Masalah ....................................................... .. 

B. Perumusan Masalah............................................................... 14 

C. Tujuan Penelitian.................................................................... l4 

D. Kegunaan Penelitian............................................................... 14 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA ........................................................... 15 

A. Kajian Teori .......................................................................... 15 

1. Pengertian Program dan Kebijakan Publik.......................... 15 

2. Tahapan Kebijakan Publik ................................................. 22 

3. Pengertian lmplementasi Kebijakan ................................... 26 

4. Tahapan lmplementasi Kebijakan ...................................... 30 

5. Modellmplementasi Kebijakan.......................................... 30 

6. Program Keluarga Harapan (PKH)..................................... 41 

IX 

43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



B. Penelitian Terdahulu ............................................................. 63 

C. Kerangka Berpikir ................................................................. 68 

D. Operasionalisasi Konsep........................................................ 73 

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN ................................................. 78 

A. Disain Penelitian ..................................................................... 78 

B. Sumber Informasi dan Pemilihan lnforman.............................. 79 

C. Instrumen Penelitian ................ ....... .................... ..... ................ 80 

D. Prosedur Pengumpulan Data ...................................................... . 

E. Metode Analisis Data ................................................................. . 

BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................ . 

A. Deskripsi Objek Pcnelitian ..................................................... . 

I. Gambaran Umum Kecamatan Tanjung Palas .................... .. 

2. Gambaran Umum PKH di Kabupaten Bulungan ................ . 

B. Hasil Penelitian ............ , ......................................................... . 

1. lmplementasi PKH di Kec. TanJung Palas .......................... . 

81 

83 

86 

86 

86 

88 

92 

92 

2. Efektivitas Implementasi PKH di Kec. Tanjung Palas ......... 126 

C. Pembahasan............................................................................. 134 

I. Pembahasan mengenai lmplementasi PKH 

di Kec. Tanjung Palas.......................................................... 134 

2. Pembahasan mengenai Efektivitas lmplementasi PKH 

di Kec. Tanjung Palas .......................................................... 152 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN ................................................. 158 

A. Kesimpulan ........................................................................... 158 

B. Saran ..................................................................................... 160 

DAFTAR PUSTAKA ........................................................................... 164 

X 

43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



LAMPIRAN I Riwayat Hidup ............................................................ !67 

LAMPIRAN II Pedoman Wawancara.................................................. 168 

LAMPIRAN Ill Transkrip Wawancara ................................................ 171 

LAMPIRAN IV Dokumentasi Penelitian.............................................. 196 

XI 

43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Bagan 2.1 

Bagan 2.2 

Bagan 2.3 

DAFfAR BAGAN 

Hubungan Elemen Sistem Kebijakan ................................ 20 

Tahapan Kegiatan PKH..................................................... 62 

Kerangka Berpikir lmplementasi PKH .............................. 73 

XII 

43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Tabel 1.1 

Tabel 1.2 

Tabel 1.3 

Tabel2.1 

Tabel 3.1 

Tabel4.1 

Tabel4.2 

Tabel4.3 

Tabel4.4 

Tabel4.5 

Tabel4.6 

Tabel4.7 

DAFfAR TABEL 

Perkembangan Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 

Kabupaten Bulungan Tahun 2009-2015 ............................ 9 

Jumlah Penduduk dan Jumlah Rumah Tangga Miskin 

Per Kecamatan di Kabupaten BulunganTahun 2013 .......... 10 

Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Per 

Kecamatan di Kabupaten BulunganTahun 2016 ................ II 

Indeks Bantuan PKH Tahun 2016 ..................................... 55 

Infonnan Penelitian ........................................................... 80 

Luas Wilayah, Jumlah Dan Kepadatan Penduduk 

Menurut Desa di Kecamatan Tanjung Palas Tahun 2016 ... 87 

Data Peserta PKH di Kabupaten Bulungan Tahun 

2016-2017......................................................................... 90 

Alokasi Anggaran Pendukung PKH di Kabupaten 

Bulungan Tahun 2013-2016.............................................. 91 

Jumlah Peserta PKH Kecamatan Tanjung Palas 

Tahun 2016-2017.............................................................. 97 

Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Menurut Tingkat 

Pcndidikan Di Kecamatan Tanjung Palas Tahun 

2015/2016 ........................................................................ 128 

Angka Partisipasi Mumi dan Angka Partisipasi 

Kasar Kabupaten Bulungan Tahun 2013 -2015 ................. 129 

Banyaknya Sarana Kesehatan Di Kecamatan 

TanjungPalasTahun2015/2016 ....................................... 130 

XIII 

43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Tabel4.8 

Tabel4.9 

Jumlah Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Kecamatan 

Tanjung Palas Tahun 2015 ................................................ 130 

Jumlah Angka Kematian Bayi/Balita (AKB) dan Angka 

Kematian Ibu (AKI) Di Puskesmas/Pustu 

Kecamatan Tanjung Palas Tahun 2013-2016..................... 131 

Tabel 4.10 Nilai IPM Kabupaten Bulungan dan Komponen 

Penyusunnya Tahun 2014-2015 ··········"···························· 133 

XIV 

43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



BABIV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Objck Penelitian 

I. Gambaran Urn urn Kecamatan Tanjung Palas 

Kecamatan Tanjung Palas merupakan bagian dari Kabupatcn 

Bu\ungan yang bcrada tepat di seberang Kecamatan Tanjung Selor. 

Kccamatan Tanjung Palas memiliki luas wilayah sebesar 1.755,74 km2. 

Kecamatan Tanjung Palas memiliki 5 (lima) desa wilayah 

administratif, yaitu Dcsa Gunung Putih sebagai pusat pemerintahan 

kccamatan, Dcsa Antutan, Desa Pejalin, Dcsa Teras Nawang dan Desa 

Teras Baru serta 4 (empat) Kclurahan, yaitu Kelurahan Karang Anyar, 

Kclurahan Tanjung Palas Hilir, Kclurahan Tanjung Palas Tengah dan 

Kelurahan Tanjung Palas Hulu. 

Jumlah penduduk Kccamatan Tanjung Palas mencapai 13.354 

jiwa tahun 2016, denganjumlah penduduk laki-laki sebcsar 6.707 jiwa dan 

penduduk perempuan sebesar 6.647 jiwa. Jumlah kepala k.duarga 3.947 

dengan rata-rata 3-4 jiwa/KK. 
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Tabel4. I 
Luas Wilayah, Jumlah Dan Kepadatan Penduduk 

Menurut Desa di Kecamatan Tanjung Palas Tahun 2016 

Luas Kepadatan Rata-
Desa!Kelurahan Wilayah Penduduk 

(Jiwa! Km2) Jumlah rata 
(Km) (Jiwa) .•.. KK .~iwa!KK 

(I) (2) (3) (4) (5) (6) 

Antutan 259,15 2 018 7,79 506 3,99 

Tg, Palas Hulu 323,93 930 2,87 320 2,91 

Pejalin 226,26 I 086 4,80 268 4,05 

GunungPutih 99,67 2 950 29,60 837 3,52 

KarangAnyar 139,54 659 4,72 245 2,69 

Tg. PalasTengah 348,86 I 015 2,91 528 1,92 

Tg. Palas Hilir 358,33 3 238 9,04 715 4,53 

Teras Nawang *) 640 *) 214 2,99 

Teras Baru *) 818 *) 214 3,82 

J u mla h2016 I 755,74 13 354 3 947 3,38 

SumberData:KecamatanTanjung Palas Dalam Angka 2016 

Pada tahun 2016 Kelurahan Tanjung Palas Hilir memiliki 

penduduk paling besar yaitu sebesar 24,25 persen atau sebanyak 3.238 

jiwa.Desa Gunung Putih memiliki :(epadatan penduduk terbesar yaitu 

29,60 jiwa!km2. Untuk Desa Teras Nawang dan Desa Teras Baru, 

dikarenakan masih terdapat pennasalahan batas desa, hingga saat ini 

luasan wilayah masing- masing desa tersebut bel urn diketahui secara pasti 

sehingga kepadatan penduduk belum dapat dihitung. Sedangkan desa 

43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



88 

yang memihki penduduk yang terkecil adalah Desa Teras Nawang 

dengan jumlah penduduk 640 jiwa atau sekitar 4,79 persen. 

2. Gambaran Umum PKH di Kabupaten Bulungan 

Kabupaten Bulungan yang berada di wilayah provinsi barn yaitu 

Kalimantan Utara merupakan salah satu kabupaten penenma 

pengembangan Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2013. 

Dimana PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan 

bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan persyaratan 

yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk memutus mata rantai 

kemiskinan antar generasi, meningkatkan sumber daya manusia scrta 

merubah perilaku KSM yang relatif kurang mendukung peningkatan 

kesejahteraan. 

Tujuan PKH tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat 

pencapaian Millenium Development Goals (MDG 's) dimana lima 

komponen tujuan MDG's akan terbantu dengan adanya PKH yaitu: 

I. Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan 

2. Pendidikan dasar 

3. Kesetaraan gender 

4. Pengurangan angka kematian bayi dan balita 

5. Pengurangan kematian ibu melahirkan 

Pemerintah Kabupaten Bulungan sangat mendukung Program 

Keluarga Harapan. Sesuai dengan Visi Pernbangunan Kabupaten Bulungan 

yaitu : Mewujudkan Kabupaten Bulungan Sebagai Pusat Pangan Berbasis 

Industri dengan Misi Pembangunan Kabupaten Bulungan Tahun 2016-2021 
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antara lain : 

I. Mewujudkan kabupaten sebagai salah satu pusat pangan nasional 

2. Mewujudkan industri berbasis masyarakat yang berdaya saing tinggi 

3. Meningkatkan akscsibititas infrastruktur dalam upaya mendorong 

percepatan pembangunan ekonomi rakyat, investasi daerah, wilayah 

pedalaman dan terpencil serta pemerataan pembangunan natar wilayah. 

4. Pemantapan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui 

pembangunan di bidang Pendidikan, Kesehatan dan perluasan 

Lapangan Pekerjaan scrta penerapan teknologi maju berbasis agribisnis 

5. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang tinggi, maju dan sejahtera 

6. Refonnasi birokrasi dan revitalisasi lembaga - lcmbaga pemerintahan 

menuju tata pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional serta 

berorientasi pada pelayanan publik. 

Berdasarkan uraian Misi Pembangunan Kabupaten Bulungan diatas 

maka Program Keluarga Harapan selaras dengan misi pada point 

Pemantapan kualitas sumbcr daya manusia (SDM) melalui pembangunan di 

bidang Pendidikan, Kesehatan serta Mewujudkan kualitas hidup masyarakat 

yang tinggi. maju dan sejahtcra. 

Adapun jumlah peserta PKH di Kabupaten Bulungan dapat dilihat 

pada tabel berikut ini : 
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Tabe14.2 Data Peserta PKH di Kabupaten Bulungan Taboo 2016-2017 

Jumlah 
Jumlah 

Awa\ Jumlah 
No Kecamatan Tahun awal 

Pescrta P=na 
Keseluruhan 

Pelaksanaan (Tahap Saturasi 
Pescrta 

IV 2016) 
(2017) 

I Tanjung Selor 2013 96 139 235 
-- --

2 Tanjung Palas 2013 136 I 65 201 

3 Sekatak 2013 !38 90 228 

4 Tanjung Palas Tengah 2014 94 138 232 

5 Tanjung Palas Barat 2014 100 121 221 

6 Tanjung Palas Timur 2014 47 253 300 

7 Peso Hilir 2014 33 ' 159 192 

8 Peso 2015 96 114 210 

9 Tanjung Palas Utara 2015 103 145 248 

Total Kabupaten 843 1.224 2.067 

Sumher: Laporan PKH Kah. Bulungan whun 2017 

Tabel di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Tanjung Palas terrnasuk 

kecamatan Pelaksana PKH pertama di Kabupaten Bulungan selain 

Kecamatan Tanjung Selor dan Kecamatan Sekatak yaitu dimulai pada tahun 

2013. Hingga saat ini, jumlah pcserta PKH di Kecamatan Tanjung Palas 

telah mencapai 20 I KSM. 

Dukungan pcmcrintah Kabupaten Bulungan dalam pelaksanaan PKH 

terlihat dari alokasi dana APBD seperti terlihat pada tahel berikut: 
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Tabel4.3 Alokasi Anggaran Pendukung PKH 
di Kabupaten Bulungan Tahun 2013-2016 

No. Tahun Alokasi Anggaran 

I 2013 137.507.000.00--
2 2014 1.022.849.500.00 

3 2015 864.570.000.00 

4 2016--. 462.450.000.00 

Sumher: Laporan PKH Kab. Bulungan tahun 20/6 
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Bcrdasarkan tabel di atas, besar anggaran pcndukung PKH pada tahun 

2013 cukup kecil. Terjadi kenaikan yang cukup bt:sar mencapai 88% pada 

tahun kcdua dikarenakan jumlah pcserta dan lokasi pelaksanaan PKII juga 

bcrtambah. Selanjutnya pada tahun 2015 dan 2016 tcrjadi penurunan 

besaran dana penunjang. Tahun ini besaran dana penunjang PKH hanya 

sebesar Rp. 150.000.000,00. Terjadinya penurunan besaran dana penunjang 

PKH di Kabupatcn Bulungan bukan hanya pacta anggaran penunjang PKH 

namun juga pada anggaran bidang lainnya dikarcnakan berkurangnya 

anggaran APBD Kabupaten Bulungan secara keselurahan. 

Adapun alokasi dana pendukung kegiatan PKH digunakan untuk : 

1. Belanja honor Tim Koordinasi Kabupaten dan UPPKH 

2. Belaja ATK UPPKIJ Kabupaten dan Kccamatan 

3. Biaya opera.sional Operator dan Pendamping 

4. Pembuatan papan nama UPPKH Kecamatan 

5. Studi Banding 

6. Validasi data saturasi calon KSM 

7. Biaya Pcnggandaan UPPKH Kabupatcn dan Kecamatan 

8. Pcmbuatan pakaian dinas dan atributnya. 
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B. Hasil Penelitian 

I. Implementasi PKH di Kec. Tanjung Palas Kab. Bulungan 

Menurut Patton dan Sawicki (1993) implementasi berkaitan dengan 

berbagai kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan program.Untuk 

mengetahui lebih dalam bagaimana implcmentasi Program Keluarga 

Harapan (PKH) di Kabupaten Bulungan Khususnya Kecamatan Tanjung 

Palas sesuai tahapan program serta kaitannya dengan 4 (empat) faktor 

menurut Edward Ill yang menentukan keberhasilan irnplementasi dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

a. Penetapan Sasaran 

Penetapan sasaran (targeting) dilakukan dalam rangka 

perluasan jangkauan penerima manfaat PKH. Untuk mengetahui 

mekanisme penetapan sasaran PKH di Kabupaten Bulungan peneliti 

melakukan wawancara dengan Kepala seksi Perlindungan Jaminan 

Sosial yang juga merupakan sekretaris Pelaksana PKH Kabupaten 

Bulungan yang _mcnyatakan bahwa : 

''Penetaj;an sa-wran PKH didasarkan alas data eaton peserta 
PKH pada Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan 
Sosial yang hersumher dari Pendataan Program Perlindungan 
Sosial (PPLS) yang dilahanakan oleh BPS dan diserah 
terimakan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan (TNP2K) selanjutnra dilakukan validasi oleh 
pendamping di masing - ma~·ing Kecamatan." (Wawancara, 
Selasa tanggal J..l Maret 2017) 

Hal serupa juga disampaikan oleh Koordinator PKH 

Kabupaten Bulungan sebagai berikut : 

''Calun peserla PKH sudah ditetapkan dari Kemenlerian 
Sosial berdasarkan data PPLS berupa daftar nama dan alamo! 
(hy name by address). Tugas pendamping melakukan validasi 
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koordinasi Pelaksana PKH Kabupaten Bulungan digunakan ruang 

rapat dinas di lantai 2. 

Adapun susunan pelaksana PKH dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1) Pengarah Drs. Agus Nurdiansyah (Kepala Dinas Sosial 

Kabupaten Bulungan) 

2) Ketua 

3) Sckretaris 

N. Haen Hasan, A.KS, SE (Kepala Bidang 

Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial) 

Rita Fahriah, S.Psi, M.Si (Kepala Seksi 

Perlindungan Jaminan Sosial 

4) Bidang Data/SDM 

5) Bidang Pemberdayaan 

6) Bidang Vcrifikasi!Monev 

Yoanne Ferlinda Simarmata, S.Sos 

Hendryk L. Sigara S.Sos 

Martini Djumianti, S.Sos 

Pclaksana PKH dari unsur Kementerian Sosial untuk 

mendukung irnplementasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas adalah 

sebagai berikut : 

I) Koordinator PKH Arwin Gutawa, S. Kom 

2) Qperator PKH 

3) Pendamping PKH Rudiansyah, A.Md.Farm 

Dukungan pemerintah Kabupaten Bulungan dalam 

pelaksanaan PKH terlihat dari alokasi dana APBD sepcrti terlihat pada 

tabel berikut : 
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Tabel4.3 Alokasi Anggaran Pendukung PKH 
di Kabupaten Bulungan Tahun 2013-2016 

No. Tahun Alokasi Anggaran 

I 2013 137.507.000,00 

2 2014 1.022,849.500,00 _,_ 
- -

_3 2015 864,570.000,00 

4 2016 462.450.000,00 

Sumber : Laporan PKH Kab. Bulungan tahun 2016 
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Berdasarkan tabel di atas, besar anggaran pendukung PKH 

pada tahun 2013 cukup kecil. Terjadi kenaikan yang cukup besar 

mencapai 88% pada tahun kcdua dikarenakan jumlah peserta dan 

lokasi pelaksanaan PKH juga bertambah. Selanjutnya pada tahun 2015 

dan 2016 terjadi penurunan besaran dana penunjang. Tahun tm 

besaran dana penunjang PKH hanya sebesar Rp. 150.000.000,00. 

c. Pertemuan Awal dan Validasi 

Setelah proses penetapan sasaran (targeting), dilakukan 

validasi caJon peserta PKH oleh Pendamping PKH. Berdasarkan basil 

wawancara dcngan Koordinator PKH Kabupaten Bulungan diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

"Validasi pada dasarnya untuk memastikan kesesuaian data 
apakah data yang diketuarkan oleh Basis Data Terpadu sudah 
sesuai kriteria, kemudian pendamping metaksanakan 
pertemuan awal dan pencocokan data serta kunjungan ke 
rumah eaton peserta." (Wawancara, Selasa tanggat 14 Maret 
2017) 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan 

Pendamping PKH Kecamatan Tanjung Palasmengenai proses validasi 

sebagai berikut : 

"Setetah menerima data eaton peserta dan formulir validasi 
saya berkoordinasi koordinator Kabupaten untuk mengatur 
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jadwal perternuan awal. Selanjutnya saya mengirimkan 
undangan kepada calon peserta sesuai waktu dan tempat yang 
sudah ditentukan. Pada saat pelaksanaan validasi tidak saja 
dilakukan pengisian formulir dan pencocokan data tapi juga 
kunjungan ke ntmah calon peserta." (Wawancara. Kamis 
tanggal 20 April 2017) 

Peserta PKH Kecamatan Tanjung Palas juga memberikan 
pemyataan yang intinya senada dengan dua pernyataan di atas, yaitu : 

"Sebelum menjadi peserta PKH kami diundang menghadiri 
pertemuan di kantor ke/urahan dengan rnembawa KTP serta 
kartu keluarga, setelah mengisi formulir yang dibantu oleh 
pendamping JUga dilakukan kunjungan ke rumah. " 
(Wmvancara, Kamis tanggal 20 Apri/2017) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa 

pertemuan awal dan validasi calon peserta PKH diJaksanakan oleh 

pendamping seteJah menerima data caJon peserta PKH dan formuJir 

validasi. Pada pertemuan awal tidak hanya dilakukan pcncocokan data 

tapi juga kunjungan ke rumah calon peserta untuk memastikan apakah 

caJon peserta benar - benar sesuai dengan kriteria kepesertaan PKH. 

SeteJah caJon peserta menyetujui dan menandatangani formuJir 

validasi, maka caJon peserta tersebut baru dinyatakan sebagai peserta 

PKH. 

Adapun data peserta PKH tahun 2016 dan data peserta PKH 

tahun 2017 untuk Kecamatan Tanjung Palas dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel4.4Jumlah Peserta PKH Kecamatan Tanjung Palas 
Tahun 2016-2017 

Jumlah Peserta PKJI (KSM/KPM) 
-----------

No. Desa/Kclurahan 2016 2016 2017 

(Tahap IV) (Saturasi) (Tahap I) 

I Antutan 30 20 50 

2 Gunung Putih!Kr. 
5 4 9 

Jenawi 
3 Karang Anyar 2 2 4 

4 Pejalin 20 II 31 

5 Tanjung Palas Hilir 36 20 54 

6 Tanjung Palas Hulu 23 0 26 

7 Tanjung Palas 
9 0 9 

Tengah 
8 Teras Baru 10 5 15 

9 Teras Nawang 3 3 

Total 136 65 201 

Somber: Laporan Pelaksana PKH tahun 2017 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator PKH 

Kabupaten Bulungan disampaikan sebagai berikut : 

"Jumlah peserta PKH Kecamatan Tanjung Palas pada tahap 
IV tahun 2016 adalah sejumlah 136 KSM, dikarenakan adanya 
penambahan komponen disabilitas dan lanjut usia dilakukan 
validasi ulang sehingga diperoleh tambahan peserta (saturasi) 
sebanyak 65 KSM." (Wawancara Selasa, Tanggal 2 Mei 
2017) 

Selanjutnyadilakukan wawancara dengan Pendamping PKH 

Kecamatan Tanjung Palas yang menyatakan sebagai berikut : 

"Tambahan komponen disabilitas dan lansia sudah terdapat 
dalam Buku Pedoman Umum PKH yang diterbitkan bulan 
Maret 2016, di Kabupaten Bulungan khususnya Tanjung Palas 
baru bisa divalidasi pad a Desember 2016 yang dikenal dengan 
Peserta PKH saturasi." (Wawancara Kamis, tanggal 20 April 
2017) 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa 

adanya tambahan komponen bantuan yang divalidasi sebagai peserta 

PKH tahap IV tahun 2016 saturasi menambah jumlah KSM di 

Kecamatan Tanjung Palas dari berjumlah 136 menjadi 201 KSM. 

d. Penyaluran Bantuan 

Penyaluran bantuan diberikan kepada peserta PKH 

berdasarkan komponcn kepesertaan PKH. 

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang staf Seksi 

Perlindungan Jaminan Sosial yang merupakan Pelaksana PKH tahun 

2016 bagian penyaluran disampaikan sebagai berikut: 

"Pelak.sanaan Penyaluran bantuan dilakukan oleh PT POS 
setiap tiga bulan (triwulan) pada tanggal yang ditentukan oleh 
masing-masing kantor. Peserta PKH tahap IV tahun 2016 
telah menerima penyaluran hantuan pada bulan Desember 
2016, sedangkan peserta PK/f tahap IV tahun 2016 saturasi 
dan peserla !alum I 2017, hingga .mat ini belum dilaksanakan 
penyaluran bantuan." r'TVawancara Rahu, Tanggal 3 lWei 
2017) 

Hal senada juga disampaikan olch Kepala Seksi Perlindungan 

Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa : 

''Penyaluran bantuan hagi peserta tahap IV Tahun 2016 
satura~i dilak5anakan maksimal ak/lir bulan Mei 2016 dengan 
jumlah KSM sehanyak 65 denxan total bantuan sebesar 
Rp. 2/.095.81 7,-, sedanglwn penyaluran bantuan bagi peserta 
PKJI tahap 1 tahun 2017, masih menunggu jadwal dari 
pelakmna PKH pusal." (Wawancara Rabu, Tanggal 3 Mei 
2017/ 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Pcserta 

PKH juga disampaikan sebagai berikut : 

"Penyaluran bantuan dilakwnakan di kantor desa atau 
kelurahan. Dilakukan oleh PT POS dihantu pendamping dan 
petugas Dinas Sosial. Dilakwnakan .f kali dalam 1 tahun, 
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tetapi waktunya tidak menentu terkadang tepat waktu kadang 
juga lerlambat. "(Wawancara Kamis, Tangga/20 Apri/2017) 

Sejak PKH dilaksanakan di Kabupaten Bulungan pada tahun 

2013, ban yak perubahan yang terjadi di setiap tahun. Mekanisme 

penyaluran bantuan merupakan salah satu tahapan PKH yang dinilai 

belum konsisten yang artinya masih sering terjadi perubahan. Sesuai 

hasil wawancara dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan 

Jaminan Sosial sebagai berikut : 

"lnformaJi rerharu dari Pelaksana PKI! Pusat, dua kecamatan 
di Kabupaten Bulungan yaitu Kecamatan Tanjung Palos dan 
Kecamatan Tal'!jung Pal as Tengah yang sebelumnya pencairan 
dilakukan melalui kantor pas terdekat untuk tahun ini akan 
di/akukan penyaluran hantuan dengan sislem non tunai yaitu 
melalui bank yang dirunjuk sebagai mitra oleh Kemenlerian 
Sosial. "{Wmt•ancara Rabu, Tangga/3 Mei 2017) 

Selain itu, Pedamping PKH Kecamatan Tanjung Palas juga 

menyatakan sebagai berikut : 

''Aturan atau mekanisme dalam pelaksanaan PKH masih 
sering berubah contohnya Kumponen bantuan untuk 
tingkat SMA yang baru mawk sejak lahun 2015, serta 
komponen disabi/ilas dan lansia pada tahun 2016. Untuk 
komponen lan~ia dan disabilita~. dikarenakan 
memerlukan proses pendataan dan validasi ulang maka 
baru akan menerima bantuan pada tahun 2017. " 
(Wawancara, Kamis tanggal20 April 2017) 

Masih dalam kesempatan yang sama Pedamping PKH 

Kccamatan Tanjung Palasjuga menyatakan bahwa: 

'Terjadi perubahan mekanisme penyaluran bantuan, jika 
pada lahun 2016 diberikan secara Junai melalui kantor 
pos, pada Jahun 2017 akan diberikan secara non Junai 
mela/ui rekening bank" (Wawancara, Kamis langgal 20 
April 201 7) 
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Berdasarkan hasil wawancara diatas diketahui bahwa 

penyaluran bantuan PKH terbagi alas 4 tahapan dan dilaksanakan 

melalui PT. Pos terdekat. Penyaluran Bantuan Tahap IV tahun 2016 

telah dilaksanakan, namun penyaluran bantuan untuk tahapan saturasi 

dan tahap I tahun 2017 belum dilaksanakan. 

e. Pembentukan Kelompok Peserta PKH 

Setelah penyaluran bantuan pertama dilakukan, setiap 

pcndamping menetapkan dan melakukan pcrtcmuan kt.!lompok peserta 

PKII. Pada setiap kclompok dipilih secara terbuka seorang 

ketuayang memiliki komitmen tinggi (tanpa gaii atau honor) untuk 

mensukseskan pclaksanaan PKH. 

Pada saat pcneliti mclakukan observasi di Kecamatan Tanjung 

Palas tcpatnya di Kelurahan Tanjung Palas Hilir, sedang dilaksanakan 

pertemuan kelompok peserta PKH yang didampingi oleh Pendamping 

PKH Kecamatan Tanjung Palas yang berlokasi di salah satu bangunan 

PAUD. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping PKH 

Kecamatan Tanjun_g Palas: 

"Di Kecamatan Tanjung Pa/as, Kelompok Peserta PKH 
direlapkan herdasarkan lokasi desa/ke/urahan. sehingga lebih 
mudah mengumpulkan peserta apabila ada pertemuan 
kelompok. ·· (Wawancara Kamis, tangga/20Apri! 2017) 

Ilal serupa juga disampaikan oleh Kctua Kelompok Peserta 

PKH Kelurahan Tanjung Palas Hilir yang menyatakan bahwa: 

"Seluruh anggota kelompok ini merupakan peserta PKH 
Keluralwn Tanjung Pal as llilir, jika ada pertemuan kelompok 
pengaturan !okasi dan waktu pelakwnaan f}(.'Y/emuan lehih 
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mudah." (Wawancara Kamis, tangga/20 Apri/2017) 

Setelah dibentuk kelompok peserta PKH, pelaksanaan 

pertemuan Rutin merupakan media penyampaian informasi tentang 

PKH sesuai wawancara dengan salah seorang Peserta PKH Kelurahan 

Tanjung Palas Hilir yang menyatakan bahwa: 

"Saya selalu mengikuti pertemuan kelompok peserla, namun 
ada juga beberapa peserta yang tidak bisa hadir dikarenakan 
ada kesibukan lain sebagai ibu rumah tangga." (Wawancara 
Kamis, tangga/ 20 Apri/2017) 

Selain itu,juga dilakukan wawancara dengan Koordinator 

PKH Kabupaten Bulungan yang menyatakan bahwa: 

"Dilakukan pertemuan rutin untuk memberikan 
pengarahan serta review pelahanaan PKH di masing -
masing kecamatan sehingga dapat diidentifikasi 
permasalahan atau kendala pelaksanaan PKH di 
lapangan serta menemukan langkah - langkah untuk 
mengatasi permamlahan tersebut. (Wmvancara, Selasa 
tanggal 4April 2017) 

Setelah dilaksanakan pertemuan UPPKH Kabupatcn 

bersama Koordinator PKH Kabupaten dan masing - masing 

Pendamping Kecamatan hasil pertemuan akan disampaikali oleh 

Pendamping kepada KSM melalui pertemuan kelompok Peserta 

PKH sesuai hasil wawancara dengan Pendamping PKH 

Kecamatan Tanjung Palas yang menyatakan bahwa: 

"Semua infiJrma5i mengenai PKff yang kami pero/eh dari 
hasil pertemuan dengan Pe/ahana PKH Kabupaten, kami 
sampaikan pada saat pertemuan dengan ke/ompok peserta 
PKH yanx dilaksanakan 2 bulan sekali. Namun jika ada 
hal yang bersifat urgen atau penting biasanya 
pendamping langsung ke rumah peserta (Home Visit) 
(Wml'llncara, Selasa langgal 20 April 2017) 
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Sesuai hasil wawancara dengan salah satu Ketua 

Kelompok Peserta PKH Kecamatan Tanjung Palas yang 

menyatakan bahv .. ·a : 

"Untuk menguatkan komi/men dan mendapatkan 
informasi terbaru mengenai PKH Pertemuan kelompok 
peserla PKH sangat penting dilakukan. di sini kami bisa 
sa/inK mendengarkan keluhan dari masing - masing 
anggota kelompok, walaupun diseliap pertemuan tidak 
semua peserta hisa hadir. " (Wawancara, Kamis tanggal 
20 Apri/2017) 

Pemyataan diatas JUga didukung oleh pemyataan dari 

peserta PKH sebagai berikut : 

'"Pertemuan rutin hiamnya dilaksanakan setiap satu 
bulan untuk penyampaian infimna<;i PKH namun saat ini 
dilaksanakan sekitar 2 bulan sekali." (Wmvancara, Kamis 
tanggal 20 April 201 7) 

Tidak semua pcserta PKH bisa hadir pacta setiap 

pcrtemuan rutin yang dilaksanakan dikarenakan kondisi geografis 

wilayah yang berjauhan serta kcsibukan lain sebagai ibu rumah 

tangga. Namun schisa mungkin inforrnasi yang diperoleh pada 

saat pcrtemuan akan disampaikan oleh ketua kelompok peserta 

PKH secara personal. 

f Yerifikasi Komitmen 

Pcscrta PKI I akan diverifikasi tcrkait dengan kewajiban yang 

dilakukan sesuai komponennya.Hasil verifikasi komitmen menjadi 

dasar penyaluran bantuan yang ditcrima pcserta PKH.Verifikasi 

komitmen peserta PKI-I dilakukan terhadap pendaftaran dan kehadiran 

anak baik di sckolah untuk komponcn pcndidikan maupun Puskcsmas 

dan jaringannya untuk komponcn kcsehatan. 
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Mengenai tahapan verifikasi komitmen peserta PKH, peneliti 

melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Jaminan 

Sosial yang menyatakan : 

Seksi 

.. Verifikasi komitmen baik hidang pendidikan maupun 
kesehalan bagi pesertu PKH tidak semata sebagai rujukan 
untuk menentukan jumlah bantuan yang akan diperoleh pada 
tahap penyaluran bantuan, akan tetapi menjadi suatu 
ranglcaian pembelajaran sdwp disiplin terhadap persyaratan 
sebagai peserta PK!l. "(Wawancara Rahu. Tangga/ 3 Mei 
2017) 

Selain itu, peneliti juga rnelakukan wawancara dcnganstaf 

Perlindungan Jaminan Sosial Kabupaten Bulungan yang 

menyatakan bahwa : 

··unruk verifikasi komitmen peserta, Pendamping Kecamatan 
mengunjungi fasdik (jasilitas pendidikan) dan faskes (fasilita'i 
kesehatan). Hasil verifikasi akan menjadi dasar besaran 
bantuan yang dipero/eh peserta PKH dalam satu tahap 
penya/uran bantuan. '" (Wawancara Selasa, tanggal /4 Maret 
20/7j 

Hal serupa juga disampaikan olch Pendamping PKH 

Kecamatan Tanjung Palas scbagai berikut: 

"Pendamping mengambil jOrmulir verifikasi yang Ielah diisi 
oleh petugas di sekolah maupun puskesmas untuk melakukan 
pengecekan dan pengisian formulir verijikasi kemudian 
dikumpulkan ke operator kabupaten untuk di input ke _sistem. 
Namun karena posisi operator kosong, pengumpulan dan input 
data dilakukan oleh Koordinator PKH Kabupaten. ·· 
(Wawancara Kamis. tanggal 20 April 2017) 

Pemyataan ini senada dengan hasil wawancara dengan 

Koordinator PKH Kabupaten Bulungan yang menyatakan bahwa: 

"Saya melaksanakan tugas operator sebagai pengumpul data 
has if verifikasi, memeriksa kesesuaian formulir verifikasi dan 
melakukan entri data ke 5:tM PKH yang online ke pusat. Data 
dari SJM PKH akan dikirimkan sehagai dmar pembayaran 
ban/Uan. ·· (Wawancara Rahu. tangga/3 Mei 2017) 
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Berdasarkan hasil wawancara terhadap 4 (empat) informan 

diatas, dapat disimpulkan bahwa tahap verifikasi komitmcn 

dilaksanakan oleh pendamping PKH kecamatan Tanjung Palas dcngan 

mengunjungi Fasilitas Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan yang ada di 

Kccamatan Tanjung Palas. 

g. Penangguhan dan Pembatalan 

Terdapat 2 (dua) jenis penangguhan dan pembatalan dalam 

implcmentasi PKH yaitu bagi pemerintah daerah sebagai pelaksana 

program serta bagi peserta PKH. Penangguhan program bagi 

pemerintah daerah apabila pcmerintah pemerintah daerah tidak 

melaksanakan komitmennya yaitu menyediakan dan membcrikan 

pelayanan kesehatan dan pendidikan sebagaimana telah ditetapkan 

pada saat awal pclaksanaan program. Sedangkan bagi peserta PKH 

apabila tidak memenuhi komitmen kepesertaan scsuai hasil vcrifikasi 

yang dilakukan oleh petugas dan Pendamping PKH. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan KepalaBidang 

Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial yang menyatakan 

bahyva: 

"Sejak pelahanaan tahun 2013 hingga sekarang PKH di 
Kahupaten Bulungan berjalan Ioncar, belum pernah ada 
penangguhan" (fVawancara Rabu, tangga/3 Mei 2017) 

Menguatkan pcrnyataan di atas Kepala Seksi Perlindungan Jaminan 

Sosial juga menyatakan bahwa : 

"'Komitmen pemerintah Kahupaten Bulungan terhadap 
pelaksanaan PKI! cukup tingl{i. bahkan pada tahun 201-1 
Kabupaten Bulungan mendapatkan pengharl{aan dari Menteri 
Sosial sebagai salah satu Kahupaten terbaik untuk komi/men 
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terhadap pelaksanaan PKH. "(Wawancara Rabu, tanggal 3 Mei 
2017) 

Untuk mengetahui komitmen peserta PKH di Kecamatan 

Tanjung Palas peneliti melakukan wawancara dengan Pendamping 

PKH Kccamatan Tanjung Palas sebagai berikut: 

"Sejak saya bertugas sebagai pendamping PKH Kecamatan 
Tanjung Fa/as, helum ada peserta PKH yang bamuannya 
ditangguhkan atau dibatalkan yang artinya hingga .mat ini peserta 
PKH masih memexang komi/men dengan memenuhi semua 
persyaratan yang Ielah ditentukan." (Wawancara Kamis, tan!!gal 
20Apri/2017) 

Hasil wawancara terhadap inforrnan di atas menunjukkan 

bahwa baik pemerintah Kabupatcn Bulungan Sebagai Pelaksana PKH 

maupun peserta PKf I scbagai penerima manfaat memiliki komitmen 

yang tinggi dalam implemcntasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas. 

h. Pemutakhiran Data 

Pemutakhiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh 

data awal yang tcrcatat pada Master Database yang bersit3t dinamis. 

Pcmutakhiran data dilakukan oleh pendamping PKH setiap 

ada perubahan. 

Untuk memperotch inronnasj lebih mcndalam mengenai 

tahapan pemutakhiran data, peneliti melakukan wawancara dengan 

Staf Seksi Perlindungan Jaminan Sosial yang merupakan Pelaksana 

llKH Kabupaten Bulungan yang menyatakan bahwa : 

"Kewajihan f'endamping PKff untuk mengawasi hila terjadi 
perubahan dalam stntktur keluarga peserla yang herpengaruh 
pada perubalwn data peserta, haik mefalui pertemuan k.e/ompok 
peserta maupun melalui data S!M PKH." (Wawancara Selasa, 
tangga/14 Maret 2017) 
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Pemyataan diatas didukung oleh pemyataan Pendamping PKH 

Kecamatan Tanjung Palas sebagai berikut : 

"Jriformasi peruhahan data peserta disampaikan pada saat tuga~ 
pendampingan yaitu pertemuan kelompok peserta PKH.Selain itu, 
peruhahan data peserta juga dapat dimonitor melalui SIM PKH 
Contohnya, jika seorang anak sudah berusia 5 tahun 9 bulan, 
berarti dalam waktu 3 bulan dia akan ke/uar dari PKH Kesehatan 
dan masuk ke PKH Pendidikan." (Wmvancara Kamis, tangga/20 
Apri/2017) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Kelompok Peserta 

PKH Kelurahan Tanjung Palas Hilir Kecamatan Tanjung Palas 

diperoleh informasi : 

''Biawnya peserta memberitahukan adanya perubahan data ketika 
dilakranakan pertemuan rutin kelompok peserta PKH 
sepertikehamilan, kelahiran hayi, kematian anggota keluarga, 
perpindahan atau perubahan a/amat, perubahan tingkat 
pendidikan anak, perubahan nama penerima PKH, maupun 
perubahanfasilitasyangdiakses. (Wawancara Kamis, tangga/20 
Apri/2017) 

Selain itu, Koordinator PKH Kabupaten Bulungan JUga 

menyatakan bahwa : 

"Perubahan data dilaporkan oleh /angsung peserta PKH atau 
melalui SIM PKH Pendamping bekerjasama dengan ketua 
kelompok ibu peserta PKH akan memverifikasi perUbahan data 
terkait menggunakan format Pemutakhiran Data selarijutnya 
diteruskan ke Pelahana PKH Kabupaten setiap minggu kedua 
setiap bulan tmtuk diproses dan dikirim ke Pelahana PKH Pusat '' 
(Wawancara Se/a~a. tangga/14 Maret 2017) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan 

bahwa proses pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping PKH 

Kecamatan Tanjung flaJas yang dibantu oleh Ketua Kelompok 

Peserta PKH untuk vcrifikasi perubahan data. Selanjutnya data 

dikiritn ke Pelaksana PKH Kabupaten dan diteruskan ke Pelaksana 
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PKH Pusat untuk diproses lebih lanjut sehingga dapat digunakan 

sebagai dasar pembayaran bantuan periode berikutnya. 

1. Monitoring dan Evaluasi PKH 

Kegiatan monitoring PKH secara umum dimaksudkan untuk 

memantau pclaksanaan PKit Sedangkan Evaluasi adalah kegiatan 

mcngukur keberhasilan atau kcgagalan dari pelaksanaan PKH dengan 

dan mengetahui faktor penycbab kcberhasilan atau kegagalan dari 

seluruh tahapan pclaksanaan program. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Scksi 

Perlindungan Jaminan Sosial : 

"Monitoring PKHyang dilahunakan untuk mengetahui lwnsistensi 
pelaksana dalam implememasi PKH serta konsistensi peserta 
dalam memenuhi knmitmen. Sedangkan kegiafan evaluasi 
dilakukan ala~ dasar kegiatan monitorinK" (Wmvancara Rabu, 
tangga/ 3 Mei 2017) 

Pemyataan scnada juga disampaikan staf Seksi Perlindungan 

Jaminan Sosial scbagai bcrikut: 

"Pelaksanaan monitoring Monitoring dilakukan dengan cara 
mengikuti langsung kegiatan dan menganalisis has if pe/aporan dan 
perkembangan pelaksanaan , ketika ditemukan permamlahan atau 
kendala dalam pelaksanaan PKH maka dilakukan eva/ua~i dengan 
melaksanakan pertemuan atau rapat koordinasi untuk mengetahui 
sejauh mana permasalahan tersehut menghambat pelaksanaan 
PKH di lapangan. Untuk pelaksanaan evaluasi biasanya 
dilaksanakan setahun sekali, namun dikarenakan keterbatasan 
biaya pada tahun 2016 tidak dilakmnakan evaluasi PKH" 
(Wawancara Rahu. langxa/3 Mei 2017) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas, diketahui bahwa 

pclaksanaan monitoring dilakukan dcngan mengikuti langsung setiap 

tahapan kcgiatan schingga ditemukan kendala atau pennasalahan di 

lapangan dan dilakukan kcgiatan evaluasi untuk mengukur tingkat 
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keberhasilan implementasi PKH di lapangan. 

Dalam Penelitian mengenai lmplementasi Program Keluarga 

Harapan (PKH) ini Peneliti menggunakan teori dari Ed\vard Ill yang 

terdiri dari empat faktor yang menentukan keberhasilan implementasi 

kebijakan publik dalam kaitannya dengan tahapan kegiatan Program 

Program Keluarga Harapan (PKH}. Adapun faktor tersebut meliputi 

komunikasi, sumber daya, disposisi serta struktur birokrasi. Untuk jelasnya 

taktor-faktor ini dideskripsikan melalui uraian berikut: 

I. Komunikasi 

Dalam penelitian mengenai lmplcmcntasi Program Keluarga 

1-!arapan (PKH) di Kecamatan Tanjung PalasKabupaten Bulungan ini 

faktor komunikasi akan diuraikan lebih lanjut dari aspek; 

l) Transmisi berupa pelaksanaan sosialisasi 

Aspek transmisi dalam implementasi PKH di Kecamatan 

Tanjung Palas dilihat dari proses sosia!isasi. Scsuai hasil 

wawancara informan pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan 

dalam hal ini diwakili oleh Kepala Seksi Perlindungan dan 

Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa : 

"So.~ialisasi mml mengenai PKH di Kecamalan Tanjung 
Palas telah dilaksanakan pado Tahun 201-1. Pada saar 
sosialisasi disampaikan bahwa sasaran PK!f adalah 
Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan tujuan 
meningkatkan akses dan kualilas pelayanan pendidikan 
dan kesehatan bagi peserta sesuai syarat, mekanisme 
pemberian bantuan serta alur pelaksanaan PKH yang 
diatur lebih rinci dalam Pedoman Umum dan Pedoman 
Operasional PKH." rwmvancara, Selasa tanggal 14 
Maret 2017) 
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Senada dengan pemyataan di at:as, staf Seksi Perlindungan 

Jaminan Sosial menyatakan bahwa: 

"Sosialisasi Pernah dilaksanakan pada Tahun 201-1 di 
Kantor Desa Gunung Putih, dihadiri perangkat desa dan 
kecamatan,penvakilan dari puskesmas dan kepala 
seko/ah, tokoh masyarakat serta peserra PKH dengan 
nara sumber dari UP P KH Kahupaten Bulungan dan 
Pendamping PKH Kecamatan Tanjung Palos.·· 
(Wawancara, Selasa tangga/14 Maret 2017) 

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan 

Koordinator PKH Kabupaten Bulungan yang menyatakan: 

"Sosialisasi PKH telah dilaksanakan pada tahun 2014. 
Sosialisasi dihadiri oleh /nstansi Pelaksana PKH yaitu 
dari Dina.v Sosial, Koordinator PKH Kahupaten, 
Pendamping PKH Kecamatan Tanjung Palos, Unsur 
Pendidikan dan Kesehatan maupun unsur Kecamatan 
lainnya serta masyarakat peserta PKH." (Wawancara, 
Selasa tanxgal 14 Maret 2017) 

Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukan bahwa 

Sosialisasi program telah dilaksanakan oleh Pelaksana PKH unruk 

penyampaian infonnasi tentang sasaran program kepada 

maasyarakat sa<>aran PKH. 

- Dalam kaitannya derigan tahapan kegiatan PKH yaitu 

pertemuan awal dan validasi, untuk ~endukung pemyataan 

infonnan di atas, peneliti melakukan wawancara dengan 

Pendamping PKH Kccamatan Tanjung Palas sebagai berikut : 

"Saya baru menjadi Pendamping PKH Kecamatan 
Tanjung Pala'l Sejak Tahun 2016. Kegiatan sosialisasi 
yang dilakukan adalah pada saat pertemuan awal yaitu 
pengenalan program kepada calon peserta PKH. Selain 
itu juga dilakukan valida5i atau kegialan mencocokkan 
data mml hasil pendataan sebelumnva den!(an kondisi 
terkini calon peserta PKH dengan tujuan memperoleh 
peserta PKH yan,g valid dan memenuhi kriteria 
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(eligible) sesuai syarat kepesertaan PKH." 
(Wawancara, Kamis tangga/20 Apri/2017) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua Kelompok 

peserta PKI-1 dipcroleh bahwa : 

··sejak menjadi peserta PKH tahun 201-1, soya beberapa 
kali menghadiri sosialisasi sebelum pencairan ban/uan 
PKH Termasukan pencocokan data hasi/ pendataan 
dengan kondisi sehenarnya saat pelaksanaan sosialisasi. " 
(Wawancara, Kamis tanggal 20 Apri/2017) 

Peserta PKH lainnya juga menyatakan sebagai berikut : 

"Pernah dilaksanakan sosialismi dari Dinas Sosial 
Kabupaten dan pendamping PKH. " (Wawancara, Kamis 
tangga/20 Apri/2017) 

Berdasarkan hasil wawancara bebcrapa informan di atas, 

diketahui bahwa terdapat pcrbcdaan sosialisasi yang dimaksud. 

Yang pertama adalah pemyataan Kepala Scksi Pcrlindungan 

Jaminan Sosial dan Koordinator PKH dimana sosialisasi yang 

dimaksud adalah pengenalan awal masuknya PKH di Kabupaten 

Bulungan khususnya Kccamatan Tanjung Palas yaitu pada tahun 

2014. Sedangkan pernyataan pendamping PKH dan Peserta PKH 

merupakan sosialisasi yang dilaksanakan pada saat pertemuan 

awal caJon peserta PKH sebelum dilaksanakan validasi data 

peserta PKH. Namun pada intinya maksud pclaksanaan sosialisasi 

adalah sama yaitu untuk menyampaikan int(mnasi PKH maupun 

mckanismc pelaksanaan di lapangan. 

2) Kejelasan 

Pertemuan Rutin unsur pelaksana PKII mcrupakan media 

penyampaian infonnasi tcntang PKH. Scsuai hasil wawancara 
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dcngan Koordinator PKH Kabupaten Bulungan yang menyatakan 

bahwa: 

"Dilakukan pertcmwm rutin untuk memberikan 
pengarahan scrta re1·ien· pclaksanaan PKH di masing -
masmg kecamatan sehingga dapat diidentifikasi 
permasa/ahan atau kenda/a pelaksanaan PKH di 
lapangan serta menernukan /angkah - langkah untuk 
mengatasi permasa/ahan tcrsebut. (Wa»-'ancara, Selasa 
tangga/4 April 2017) 

Setelah dilaksanakan pertemuan UPPKH Kabupaten 

bersama Koordinator PKH Kabupaten dan masing - rnasing 

Pendamping Kecamatan hasil pcrtcmuan akan disampaikan oleh 

Pcndamping kepada KSM melalui pertemuan kelompok Peserta 

PKH sesuat hasil wawancara dengan Pendamping PKH 

Kecamatan Tanjung Pal as yang menyatakan bahwa : 

"Semua informasi mengenai PKH yang kami peroleh dari 
has if pertemuan dengan Pe/aksana PKH Kabupaten, kami 
sampaikan pada saat pertemuan dengan kelompok peserta 
PKH yang dilaksanakan 2 bulan sekali. Namun jika ada 
hal yang bersifat urgen atau penting biasanya 
pendamping /angsung ke rnmah peserta (Home Visit) 
(Wawancara, Selasa tangga/ 20April2017) 

Sesuai basil wawancara dengan salah satu Ketua 

Kelompok Peserta PKH Kecamatan Tanjung Palas yang 

menyatakan bahwa : 

"Untuk menguatkan komitmen dan mendapatkan 
informasi terbaru mengenai PKH Pertemuan kelompok 
peserta PKH sangat penting dilakukan, di sini kami bisa 
saling mendengarkan ke/uhan dari masing - masing 
anggota kelompok, walaupun disetiap pertemuan tidak 
semua peserta bisa hadir. " (Wawancara, Kamis tanggal 
20 April 20 17) 
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Pernyataan diatas juga didukung oleh pemyataan dati 

peserta PKH sebagai berikut : 

"Pertemuan rutin biasanya dilaksanakan setiap satu 
hulan untuk penyampaian in:formasi PKH namun saat ini 
dilaksanakan sekitar 2 bulan sekali." (Wawancara, Kamis 
tangga/ 20 April 2017) 

Tidak semua peserta PKH bisa hadir pada setiap 

pertemuan rutin yang dilaksanakan dikarenakan kondisi geografis 

wilayah yang bctjauhan scrta kesibukan lain scbagai ibu rumah 

tangga. Namun sebisa mungkin informasi yang diperoleh pada 

saat pertemuan akan disampaikan oleh ketua kelompok peserta 

PKH secara personal. 

3) Konsistensi 

Yaitu keseragaman ukuran dasar dan tujuan. Adanya 

konsistensi dalam pelaksanaan program akan memudahkan 

implementor dalam pelaksanaan tugas di lapangan sehingga akan 

ditemukan kesatuan gerak langkah dalam melaksanakan Program 

Keluarga Harapan (PKH) sampai ke tingkat masyarakat miskin 

peserta PK.H. 

Sejak PKH dilaksanakan di Kabupaten Bulungan pada 

tahun 2013, banyak perubahan yang tetjadi di setiap tahun. 

Diantaranya sesuai hasi wawancara dengan Pedamping PKH 

Kecamatan Tanjung Palassebagai berikut : 

"Aturan atau mekanisme dalam pelaksanaan PKH masih 
sering berubah contohnya Komponen bantuan untuk 
tingkat SMA yang baru masuk sejak tahun 2015. serta 
komponen disabilitas dan !ansi a pada tahun 2016. Untuk 
komponen lansia dan disabilitas, dikarenakan 

43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



113 

memerluko.n proses pendataan dan validasi u/ang maka 
baru akan menerima hantuan pada tahun 2017. 
(Wawancara, Kamis tangga/20 Apri/201 7) 

Masih dalam kesempatan yang sama Pedamping PKH 

Kecamatan Tanjung Palas juga menyatakan : 

'Terjadi peruhahan mekanisme penyaluran banluan. jika 
pada tahun 2016 diberikan secara runai melalui kamor 
pos, pada tahun 201 7 ak.an diberikan secara non tunai 
melalui rekening bank" (Wawancara, Kamis tanggal 20 
Apri/2017) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok 

peserta PKH di Kecamatan Tanjung Palas Kelurahan Tanjung 

Palas Hilir yang menyatakan bahwa : 

"Aturan pelaksanaan PK/1 serin!{ berubah. Karena pada 
.mal sosialisasi atau pertemuan awol yang biasanya 
dilaksanakan di kecamatan, informasi yang disampaikan 
bersifat umum, maka perubahan aturan dan il?.formasi 
/ainnya yang /ebih rinci disampaikan saal pertemuan 
rotin. Pada saat itu juga peserta hisa lebih nyaman 
bertanya karena jumlah peserta yanK lebih sedikit" 
(Wawancara, Kamis tanggal 20 Apri/2017) 

Perubahan komponen PKH maupun mekanisme 

penyaluran bantuan, apabila tidak sempat disampaikan pada saat 

sosialisasi pertemuan awal dapat disampaikan pada pertemuan 

rutin. Disamping itu suasarla yang lebih santai dengan jumlah 

pcscrta lebih sedikit membuat peserta lebih nyaman untuk 

mengajukan pertanyaan sehingga mcreka mendapatkan infonnasi 

dengan jelas. 

Berdasarkan uraian tentang faktor yang mempcngaruhi 

implementasi dengan liga aspek komunikasi diatas dapat diketahui 

bahwa Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan 

43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



114 

tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu pelaksana 

kebijakan dan mampu dikomunikasikan secara jelas dan tepat dengan 

para pelaksana sehingga dapat diterima dengan baik oleh kelompok 

masyarakat sasaran. 

2. Sumberdaya 

Implementasi kebijakan JUga ditentukan oleh faktor 

sumberdaya. Tanpa sumberdaya, kebijakan-kebijakan yang telah 

dirumuskan mungkin hanya akan menjadi rencana saja dan tidak 

pemah direalisasikan. Edwards III (1980:53) menyatakan bahwa: 

"Resources can be a critical factor in implementing public policy. 

Important resources include staff of sufficient size and with the proper 

skills to carry out their assignment and information, authority and 

facilities necessary to translate proposals on paper inJo 

functioning public serl'ices. ·· 

Oalam penelitian ini fB.ktor sumbcr daya akan dilihat dari 

berbagai fenomena yang diamati penulis dilapangan terkait dengan 

proses implementasi PKH di1<.ecamatan Tanjung Palas: 

I) Pelaksana PKH 

Somber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah 

staf atau pegawai (street-level bureaucrats). Kegagalan yang 

sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya 

disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, 

mcncukupi, ataupun tidak kompctcn dalam bidangnya. 

43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



115 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi 

Pcrlindungan Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa: 

"Tetjadi peruhahan struktur Organisasi Perangkar 
Daerah Dinas 5iosial Kahupaten Bulungan sebagai 
Pelaksana PK!I serta mutasi pejabat struktural yang 
sebelumnya termasuk dalam unsur UPPKH Kabupaten 
Bulungan talwn 2016 sehingga semua pelaksana PKH 
yang melekat padajahatan struktural merupakan personil 
baru. (Wawancara, Selasa tanJ{gal 14 Maret 2017) 

Karena dengan adanya perubahan struktur Organisasi 

Perangkat Daerah maka struktur pelaksana PKII juga akan 

mengalami pcrubahan. Sehubungan dengan hal ini peneliti juga 

mclakukan wawancara yang ditujukan kepada salah seorang staf 

Seksi Perlindungan Jaminan Kabupatcn Bulungan yang 

merupakan unsur UPPKH tahun 2016 dengan hasil wawancara 

sebagai berikut : 

··.)'tmktur or,;anisasi pada Dinas Sosial mengalami 
peruhahan seluin ifli juga ada muta.~i pejabat eselon 
sehingga pejabat stmktural yang merijadi pelaksana PKH 
merupakan personil baru. Disamping itu, Posisi operator 
PKH hingga saat ini masih kosong jadi tugas operator 
dirangkap oleh koordinator PKH Kabupa!en." 
(Wmvancara, Se/asa tanggal I 4 Maret 2017) 

Sehubungan dengan hal ini peneliti juga mclakuk_an 

wawancara dcngan koordinator PKH Kabupaten sebagai berikut : 

''Pelaksana PKH unsur kementerian yailu koordinator, 
operator dan pendamping kecamatan. Posisi Operator 
PKH ko.\·on!{ sejak tahun 2105. saat ini selain sebagai 
Koordinator PK!I saya juga melaksanakan tugas 
Operator PKH. Sebcnarnya tidak ada kendala teknis 
dalam hal ini, namun dikarenakan saya juga harm; 
melahanakan pekerjaan sesuai tupok'li scbagai 
Koordinutor.maka untuk melak.sanakan peknjaan yanK 
menjadi tugas Operator membutuhkun waktu yang sedikit 
/ehih lama .. , rlVawancara, Sela:w tanggal /8 Apri/2017) 
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Upaya untuk mengisi kekosongan posisi Operator PKH 

telah dilakukan dengan mengajukan permohonan ke Kementerian 

terkait dan telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan tes untuk 

mengisi posisi tersebut. Namun hingga saat ini belum ada personil 

yang lulus atau memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. 

2) lnfonnasi, 

lnformasi dalam implcmentasi kebijakan berupa infonnas! 

yang berhubungan dcngan cara melaksanakan kebijakan dan 

kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi 

pemerintah yang telah ditetapkan. Sesuai dengan wawancara 

dengan StafSeksi Perlindungan Jaminan Sosial yang mcrupakan 

unsur UPPKH tahun 2016 sebagai berikut : 

" .. sehagai panduan pelaksanaan PKH tersedia buku 
pedoman umum dan pedoman operasional PKH yang 
dikeluarkan setiap tahun. Namun, pedoman terbarn hanya 
tersedia dalam hentuk softcopy" (Wawancara, Selasa 
tangga/14 Maret2017) 

Selain itu, pencliti juga melakukan wawancara dengan 

koordinator PKH Kabupaten Bulungan yang menyatakan bahwa : 

"Untuk seluruh Koordinator PKH Kahupaten 
dilaksanakan pertemuan untuk pemantapan koordinator 
dalam rangka pengendalian kegiatan sedangkan untok 
operator dan pendamping PKH dilaksanakan pelatihan 
atau himhingan teknis. Semua pendamping PKH di 
Kabupaten Hulungan telah mengikuli himtek" 
(Wawancara, :':e/a.sa tanggal 18 April 2017) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan 

bahwa buku pcdoman umum dan pedoman operasional PKH 

merupakan panduan wajib bagi pelaksana PKII. Selain itu juga 
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untuk Koordinator, Operator maupun pendamping PKH 

infonnasi lainnya dapat dipcroleh melalui kegiatan rapat 

koordinasi, diktat atau bimtek yang dilaksanakan oleh 

kementerian sosial. 

3) Wewenang 

Penggunaan wewenang yang memadai sangat penting 

dalam implementasi kcbijakan yang efek!if.Hal ini menjadi san gat 

krusial kctika mekanisme pclaksanaan melibatkan berbagai unit 

pelaksana dan mungkin saja berasal dari berbagai tingkatan 

orgamsas1. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Kepala 

Seksi Perlindungan Jaminan Sosial disampaikan sebagai bcrikut: 

"Karena PKH merupaknn program nasional, wewenang 
penuh dimi/iki oleh kementerian sosial misalnya dalam 
menetukan kelompok sa.wran dan mem-·efeksinya hin~a 
herhak menjadi anggora PKH. Kewenangan lain yang 
dimiliki pusat adalah dalam rangka penyeleksian daerah 
mana saja yan}; dapat menerapkan PKH juga benvenang 
dalam penentuan dana penyeleksian pendamping dan 
pelaksana. (W awancara, Se/asa langgal II April 20 17) 

Kewenangan pemerintah Kabupaten Bulungan hanya 

sebatas menihimbau para tim pelaksana PKH dan pelaksana dari 

lini paling atas hingga lini paling bawah agar selalu melakukan 

koordinasi terkait pcnerapan PKH di Kabupaten Bulungan. 

4) Fasilitas dan Dana Pcnunjang 

Fasilitas dalam hal ini adalah ketersediaan sarana dan 

prasarana untuk menunjang implcmcntasi PKIL Adapun fasilitas 

yang digunakan sesuai hasil wawancara dengan pcndamping PKH 
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Kecamatan Tanjung Palas sebagai berikut : 

"Dalam pelaksanaan tugas pendampingan saya 
menggunakan sepeda motor sebagai a/at transporta~i ke 
desa atau kelurahan, handphone sebagai a/at komunikasi 
dan dokumentasi serta laptop untuk membuat laporan. 
Selain itu, untuk pelahanaan pertemuan rutin hiasanya 
digunalcan fa'>ilitas umum seperti bangunan TK atau 
PAUD. Fasilitas untuk peserta PKH bidang pedidikan 
sesuai fasi/itas yang tersedia pada masing - masing 
sekolah, sedangkan untuk bidang kesehatan fasilita~ yang 
tersedia pada puskesmas atau pustu" (Wawancara, Kamis 
tangga/20 Apri/2017) 

Selain itu untuk mengetahui fasilitas bagi peserta PKH. 

peneliti melakukan wawancara dengan ketua kelompok peserta 

PKH sebagai berikut : 

"Fasilitas yang diterima soma .seperti anak sekolah pada 
umumnya yaitu semua fasilitas yang tersedia di sekolah 
yang berbeda hanya peserta PKH menerima bantuan 
untuk membantu membeli kebutuhan anak sekolah. " 
(W awancara, Kamis langgal 20 April 20 17) 

Pemyataan ini juga sesuai dcngan pemyataan peserta PKH 

sebagai berikut : 

"Tidak adafasilitas khusus, menggunakan semuafasilita~ 
yang tersedia baik di -sekolah maupun puskesmas" 
(W aivancara, Kamis tangga/20 April 20 17) 

Selain sarana dan prasarana, kebutuhan -dana penunJang 

juga sangat mempengaruhi implementasi PKH. Sesuai pemyataan 

dr. ldcwan Budi Santoso, M.Si, yang merupakan kepala Dinas 

Sosial sekaligus pcngarah UPPKH pada tahun 2016 bahwa : 

"Tahun anggaran 2016 Kabupaten Bulungan telah 
menganggarkan biaya operasional pendamping PKH 
sebesar Rp. 1,3 juta per pendamping per bulan, dana 
operasional tersebut dapal digunakan unluk membia,vai 
konsumsi pertemuan rutin peserta PKH, tramport 
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kunjungan ke peserta PKH dan kebutuhan lain yang 
menunjang unluk pelayanan terhadap peserta P KH 
Selain hiaya operasional, Pemerinlah Kabupalen 
Buhm?,an juga mengalokasikan anggaran untuk 
kebutuhan Alai tulis Kantor sebesar Rp. 300.000 per 
pendamping. memberikan filsilitas Laptop kepada selunth 
pendamping.(http://linjamsos.kemsos.go.id) 

Pada tahun 2017, dikarenakan anggaran untuk operasional 

PKH mengalami pengurangan dapat dipastikan besaran biaya 

operasional untuk masing - masing pendamping juga akan 

berkurang sesuai hasil wawancara dengan Kepala Seksi 

Pcrlindungan Jaminan Sosial Kabupaten Bulungan scbagai 

berikut ; 

"Anggaran Daerah untuk tahun ini berkurang jadi 
anggaran untuk mendukung ke?,iatan PK/f juga 
berkurang. Untuk pelaksanaan seluruh kegiatan masih 
kurang, jadi ada heherapa kegiatan yang tidak hisa 
dilaksanakan" Wmt'ancara, Selasa tanggal /4 Maret 
2017) 

Staf Seksi Perlindungan Jaminan Sosial Kabupaten 

Bulungan juga menyatakan sebagai berikut: 

'"Tahun ini anggaran opera,·ional PKH semakin minim, 
yang pasti masih tidak mencukupi Untuk pelahanaan 
kegiatan secara maksimal karena dampaknya dana 
operasional untuk pendampingjuga aka11 herkurang dari 
tahun sebelumnya. hingga .mat ini belum di/aksanakan 
pertemuan untuk memhahav hesaran dana operasional 
untuk masmg masmg pendamping tenebut ,. 
(Wmt·ancara, Selasa tanggal 14 Maret 2017) 

Pcngurangan dana opcrasional PKI-I dikarenakan 

pengurangan anggaran tahunan Pemerintah Kabupaten Bulungan 

schingga dengan dana yang minim tetap harus diupayakan 

pelaksanaan kcgiatan bcrjalan sccara efektif dan efisien. 
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3. Disposisi atau sikap pelaksana 

Disposisi diartikan sebagai sikap para pelaksana untuk 

mengimplementasikan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan, jika 

in gin berhasil secara efektif dan efisien, para implementor tidak hanya 

harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai 

kemampuan untuk implementasi kebijakan, tetapi mereka juga harus 

mempunyai kemauan untuk mengimplementasikan kebijakan tcrsebut. 

Dalam penelitian ini taktor disposisi akan diuraikan lebih 

lanj ut dari aspek : 

1) Pcngangkatan birokrasi, 

Dalam implementasi PKH harus direkrut aparat pelaksana 

yang memiliki kemampuan, pengalaman dan kemauan untuk 

bekeJja keras, sehingga apapun tantangan yang akan ditemuinya di 

lapangan diharapkan dapat diatasi dengan suatu komitmen untuk 

pencapaian tujuan PKH. 

Herdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi 

Perlindungan Jaminan Sosial Kabupaten Bulungan disampaikan 

scbagai berikut : 

''Koordinator, Operator dan Pendampinx PKH 
merupakan unsur Kementerian yang direkrut melalui Jest 
ojjline atau seleksi terllllis, wawancara maupun Focus 
Group Discussion (FGD), Namun untuk tempat 
pelaksanaan difasilitasi oleh Dinas Sosial Provinsi 
Kalimantan Utara dan Dina.r Sosial Kabupaten 
Bulungan" (Wawancara. Selasa tanggal 14 Maret 2017) 

Selain itu, StafSeksi Perlindungan Jaminan Sosial Kabupaten 

Bulungan juga menyatakan bahwa : 

43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



121 

"Pelaksanaan test perekrutan dimaksudkan agar 
mendapatkan staf a/au pelaksana yang memiliki 
kemampuan dan komi/men yang tinggi terhadap 
pelaksanaan PKH ,~'anum, Perekrutan lidak dilakukan 
seriap tahun tetapi sesuai dengan dengan kebutuhan, pada 
posisi mana ado kekosongan." (Wawancara. Seiasa 
tanggal 1-1 Maret 20 17) 

Pernyataan diatas didukung oleh hasil wawancara dengan 

Koordinator PKH Kabupaten Bulungan yang menyatakan : 

"Koordinator, Operator dan Pendamping PKH direkrut 
oleh pusat me/alui proses seleksi dan diutamakan 
berdomisili di lokasi penempatan. Selarljutnya personil 
yang lolos selek5i akan diherikan diklat dan bimtek 
yang dimaksudkan untuk memherikan pemahaman dan 
menanamkan arti penting PKH bagi masyarakat miskin 
peserta PKH" (Wawancara, Selasa tanggal 14 Maret 
2017) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan 

bahwa selain pelaksana PKH dari unsur Dinas Sosial, Koordinator, 

Operator dan Pendamping PKH merupakan pelaksana PKH sebagai 

unsur Pusat!Kementerian yang direkrut melalui seleksi yang cukup 

ketat dan dibekali pengetahuan dengan mengikuti diktat. Sehingga 

Koordinator, Operator dan Pendamping PKH bisa memahami PKH 

hingga keakar-akamya dan menjadi sebuah produk yang siap terjun 

menghadapi peserta PKH beserta pennasalahan di lapangan. 

2) lnsentif 

Yaitu tunjangan sebagai bentuk pcnghargaan scbagai 

konsekuensi dari hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh setiap 

aparat pelaksana tersebut. Hal ini tentunya semakin mendorong 

semangat dan memperkuat komitmcn dari aparat pelaksana dalam 

pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKII). 
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Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Sosial Kabupatcn 

Bulunganmenyatakan sebagai berikut : 

"Tidak diherikan insentif a/au honor tamhahan hagi 
koordinator dan pendamping program, daerah hanya 
menyediakan hiaya operasional unluk pelaksanaan tugas 
seperti biaya transportasi dan biaya A TK. ·· (1Vawancara, 
Selasa tanxga/14 Maret 2017) 

Pemyataan ini didukung oleh hasil wawancara dengan 

Koordinator PKH Kabupaten Bulungan sebagai berikut : 

"Untuk penunjang pelak.mnaan Jugas. dari pilwk kahupaten 
diherikan biaya operasional yang digunakan untuk biaya 
trunsportasi dan pelaporan. Honor lain diluar gaji polwk 
tidak ada" (Wawancara, Selasa tanggal 14 Maret 2017) 

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan 

pendamping PKH Kecamatan Tanjung Palas sebagai berikut: 

" .. diherikan dana opera•iional untuk pelaksanaan kegiatan 
pendampingan. Untuk tahun 2016 hesarnya 1,3 Jt. Untuk 
rahun ini be/urn ada informasi. Kemungkinan akan berkurang 
karena secara keseiuruhan anggaran untuk opera~ional 

herkurang. "(Wawancara, Kamis tanggal 20 April 2017) 

Herdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa untuk 

koordinator' dan pendamping PKH dana yang ditcrima memang 

hanya berupa dana operasional, untuk dana lain berupa honor atau 

iunjangan tambahan memang tidak ada. Untuk dana operasional 

disetiap triwulan akan dibuat laporan pertanggung jawaban 

penggunaan dana tersebut. 

4. Struktur birokrasi 

Struktur birokrasi adalah karakteristik. norma~ nom1a, dan pola-

pola hubungan yang tcrjadi berulang-ulang dalam badan- badan ekse-
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kutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan 

apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. 

Walaupun sumber- sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan 

tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya 

dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu 

kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau 

terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. 

Dalam penelitian ini faktor struktur birokrasi akan diuraikan 

lebih lanj ut dari aspek : 

I) Standar Operalin15 Procedure (SOP) 

Berdasarkan hasil wawancara, koordinator PKH Kabupaten 

Bulungan menyatakan sebagai berikut : 

"SOP PKH sebagian hesar melekat pada tugas dan fungsi 
pendamping PKH yang dimulai dari pemberian data dari 
pusat berupa data KSM colon peserta PKH, kemudian 
melalui data lersehut pendamping mengundang untuk 
melakukan pertemuan awal dan validasi.(Wawancara, Rabu 
tangga/3 Mei 2017) 

Pemyataan ini diperkuat dengan hasil Wawancal'a terhadap 

pendamping PKH Kccamatan Tanjung Palas yang menyatakan 

bahwa: 

"Sebelum penetapan peserta PKH, dilakukan pertemuan 
awol bagi K.SM yang alum menjadi cal on peserta PKJI juga 
elemen-elemen bidang pendidikan dan kesehatan yang akan 
terlibat. Setelah itu barulah pendamping melakukan proses 
validasi data yang bertujuan memeriksa data colon peserta 
untuk menilai kelayakan menjadi peserta PKH. &telah 
proses validasi selesai, dilakukan entri data oleh operator 
PKH yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Koordinator 
PKH Dari ha~il entri data yang dikirim ke pusat akan 
diketahui KSM yang herhasil lotos menjadi peserta PKH 
Namun Pertemuan awal dan valid{Hi data hanya 
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dilaksanakan jika ada data baru berupa penambahan 
maupun pengurangan"(Wawancara, Kamis tangga/ 20 April 
2017} 

Sctclah proses entri data dan diumumkannya peserta PKH 

yang: lolos barulah pencairan pertama melakukan proses 

pemutakhiran yaitu proses pembaharuan data untuk mengantisipasi 

data yang bcrubah. Setelah pencairan pertama proses PKH masih 

berlanjut pada kegiatan pertemuan rutin. Setelah pendamping 

mclakukan pertemuan rutin bersama dengan peserta PKI-I, 

pendamping juga melakukan tahap verifikasi ke sekolah-sekolah 

yang mcnjadi tcmpat belajar anak peserta PKH dan kepada bidan-

bidan yang dipilih peserta PKH ketika berobat atau melahirkan. 

Sctclah melakukan vcrifikasi data dari basil pemutakhiran dan 

verifikasi kc sckolah dan bidan tadi akan dientri oleh operator PKH 

ke pusal sehingga dengan dikirimnya data ke pusat menandai bahwa 

pencairan kedua akan scgcra dilaksanakan. 

2) Fragmentasi 

Pemerintah daerah Kabupaten Bulungan melalui Dinas Sosial 

berkewajiban atau mcmiliki tanggung jawab menyediakan fasilitas 

dan menganggarkan biaya operasional sebagai pendukung 

pclaksanaan PKH di kabupatcn Bulungan. Berdasarkan hasil 

wawancara dcngan Kcpala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan 

Jaminan Sosial disampaikan bahwa: 

"Dinas Sosial digunakan sebagai sekretariat PKH, 
memfasilitasi rapal rapal atau pertemuan pendamping 
kecamatan serta menyediakan dana operasional. " 
(Wawancara, Rahu tanggal 3 Mei 20/ 7) 
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Selain itu, pada kesempatan berbeda Kepala Seksi 

Perlindungan Jaminan Sosial menyatakan bahwa: 

"Sesuai komitmen pemerintah daerah pada awal masuknya 
PKH. maka pemerinlah daemh melalui Dinas Sosial wajib 
menganggarkan hiaya operasional untuk mendukung 
pelaksanaan PKH. Walaupun beberapa tahun lerakhir 
jumlahnya relatif kecil dan tahun ini hiaya pendukung PKH 
hanya sebesar Rp. 150.000.000,00" (Wm1•ancara. Selam 
tanggal 14 Maret2017) 

Anggaran untuk biaya operasional PKH dimaksudkan untuk 

memcnuhi tanggung jawab pelaksana PKH dalam bentuk 

penyediaan infonnasi dan sosialisasi, pengawasan maupun 

pembinaan di seluruh wilayah Kabupaten. 

Mengenai tanggung jawab Pelaksana PKH Kabupaten 

Bulungan, sesuai hasil wawancara dengan staf Seksi Perlindungan 

Jaminan Sosial sebagai berikut: 

''Pelaksana PKH melalui Dinas Sosial memfasilitasi 
rekruitmen Koordinator. Operator dan Pendamping PKH, 
mengawal setiap tahapan pelakmnaan hingga pencairan 
bantuan serta melakmnakan kegiatan monitoring dan 
evaluasi PKH "(Wawancara, Selasa tangga/14 Maret 2017) 

Selain itu juga dilakukan wawancara dengan Koordinator 

PKH Kabupaten Bulungan sebagai bcrikut : 

•· Tanggung jawab Koordinator adalah melahanakan 
koordinasi dalam setiap tahapan kegiatan PKH baik kepada 
pendamping, unsur dinas maupun pelaksana PKH provinsi 
dan Pelaksana PKI! pusat. sedangkan pendamping PKH 
merupakan unsur yang herperan secara langsung do/am 
setiap tahapan kegiatan PKH "(Wawancara, Selasa tanggal 
14 Maret 2017) 

Pemyataan ini didukung husil oleh wawancara dengan 

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial 
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sebagai berikut : 

"Koordinasi pe/aksana PKH terjalin dengan baik. koordina.~i 
dilaksanakan dalam bentuk pertemuan arau rapar koordinasi 
untuk menyampaikan permasalahan dalam pelahanaan 
PKH. "(Wawancara, Rabu tangga/3 Mei 2017) 

Wawancara juga ditujukan untuk staf Seksi Perlindungan 

Jaminan Sosial sebagai berikut : 

"Koordinasi antar pelaksana PKH Jerjalin dengan baik, 
disesuaikan dengan teknolugi yang ada koordina5i saat ini 
menggunalum whats App haik me/alui grup ataupun personal 
message. Sehingga setiap informa5i yang ada dapal 
disampaikan dengan cepat. ·· (Wawancara, Rabu tangga/ 14 
Apri/2017) 

Berdasarkan basil observasi dan wawancara di atas diketahui 

setiap pelaksana PKH telah mengetahui dan menjalankan tanggung 

jawabnya masing - masing dalam implementasi PKH di Kabupaten 

Bulungan Khususnya Kecamatan Tanjung Palas. Dalam pelaksanaan 

koordinasi didukung dengan adanya teknologi messangcr, 

pelaksanaan koordinasi menjadi \ebih cepat dan efektif. 

2. Efektivitas imPiementasi PKH di Kecamatan Tanjung l'alas 

Di Indonesia Progr<im Keluarga Harapan (PKH) sudah berjalan 

sejak 2007. lntervensi PKH terhitung masih kecil, tetapi ctCktivitasnya 

tinggi sekali dibandingkan program bantuan sosial kemiskinan lainnya. 

Pemerintah daerah lokasi PKH diharapkan memberikan dukungan 

penuh bagi pelaksanan PKH.Komitmen daerah sangat diperlukan demi 

sukscsnya PKH di daerah masing-masing melalui dana sharing, 

keterscdiaan tasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan dalam rangka 
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pemenuhan komitmen peserta.Tanpa komitmen pemerintah daerah, 

pelaksanaan PKH tidak akan maksimal, dibuktikan dengan daerah-daerah 

yang tingkat keberhasilan pelaksanaan PKH tinggi, salah satunya karena 

besamya atensi dan komitmen pemerintah daerah. 

Kabupaten Bulungan merupakan salah satu Kabupaten terbaik 

untuk komitmcn terhadap pelaksanaan PKH, hal ini dibuktikan dengan 

diperolchnya penghargaan dari Menteri Sosial sebagai Kabupaten dcngan 

konsistensi terbaik Pemcrintah Daerah da!am Pelaksanaan Program 

Keluarga Harapan Kohort 20 II 2014. Kabupatcn Bulungan 

mernbuktikan dukungan dan kontribusi terhadap pclaksanaan Program 

Keluarga Harapan. 

Namun, komitmen Pemerintah saja belum cukup untuk mengukur 

kebcrhasilan atau efektivitas implemcntasi Program Keluarga Harapan 

(PKH). Dalam sub bab ini. efcktivitas implementasi program hanya dinilai 

tcrhadap tingkat kesesuain dengan tujuan program. Karena., Efektivitas 

program dapat diketahui dcngan membandingkan tujuan program dcngan 

output program (Ditjen Binlantas Depnaker, 1983, daiam Setiawan, 1998). 

Adapun tujuan dari PKH adalah: . 

I. Meningkatkan akscs dan kualitas pelayanan serta taraf pcndidikan 

anak Peserta PKH 

2. Meningkatkan akses dan kualitas pclayanan serta status keschatan dan 

gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak usia 5 - 7 tahun 

yang belum masuk sekolah dasar. 

3. Mcningkatkan kondisi ckonomi Pescrta PKH 
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Untuk mengetahui apakah Tujuan Program Keluarga Harapan 

(PKH) dalam lmplementasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas telah 

tercapai berikut dijelaskan hasil obeservasi dan wawancara yang telah 

dilakukan : 

I. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan serta taraf pendidikan 

anak Peserta PKH 

Sebagai pendukung implementasi PKH di Kecamatan Tanjung 

Palas. Tersedia berbagai fasilitas pendidikan sebagai berikut : 

Tabel4. 5 
Banyaknya Sekolab, Murid dan Guru Menu rut Tingkat 

Pendidikan di Kecamatan Tanjung Palas Tabun 2015/2016 

- -··--
Murid Guru 

Sekolah Jumlah Laki- Perem 
Jumlah 

Laid- Pcrem 
Jumlah 

laki laki ouan ouan 
TK 3 63 60 123 2 18 20 

so 20 I 097 977 2074 73 142 _215 __ 
SMP 6 443 423 866 19 ' 23 78 
SMA I 263 256 519 30 27 57 
SMK I 92 50 142 18 17 35 

Jumlah 31-- ---'- ----

l9SS 1766 3724 142 227 405 

Sumber: Kecamatan Tanjung Pal as Dalam Angka 2016 · 

Berdasarkan data di atas, di Kecamatan Tanjung palas telah 

tcrscdia H.t.Silitas pcndidikan mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak 

(TK) sampai tingkat Sekolah Mcnengah Umum (SMU). Fasilitas 

pendidikan terbanyak berada pacta tingkatan Sekolah Dasar (SD)yaitu 

18 unit Sekolah Dasar Negeri (SON) dan 2 unit SD swasta. 

Menurut data hasil validasi peserta PKH Kecamatan Tanjung 

Palas tahap IV tahun 2016 (Lampiran 4) terdapat 147 komponen PKH 

pada tingkat SD, 97 pacta tingkat SMP dan 62 pacta tingkat 
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SMNSMK. Sedangkan pada lahap IV saturasi 2016 (lampiran 4) 

terdapat 47 komponen PKH pada tingkat SD, 22 pada tingkat SMP 

dan 23 pada tingkat SMNSMK 

Se!ain itu, peneliti juga melihat pcncapaian tujuan PKH dalam 

bidang pendidikan berdasarkan Angka Partisipasi Mumi (APM) dan 

Angka Partisipasi Kasar (APK) yang terdapat pada tabel berikut : 

Tabel 4.6 Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar 
Kabupaten Bulungan Tahun2013 -2015 

Jcajaag Pcadidikan APM APK 

~L<od Nn Eruollmt!nt 11AU ···:·Groa··E~R- ;;;"_ 

2013 2014 2015 20\3 2014 2015 

SD/MJ %.55 97.5 89.12 113,32 111.19 98,62 
£/emenlary Schoof 

7-12 Tahun 

SMI'IMTs 72.46 78.72 72,01 86,09 88.68 102.06 
Junior Hixh School 
13-15 Tahun 

I 
SMNSMKJMA 57,25 65.53 60,44 66,87 89,17 X8,41 

Senior High School 
16-18 Tahun 

. Sumber. Indrkator Kesqahteraan Rakyat Kabupaten Bulungan 

Berdasarkan tabcl diatas Ni!ai APM dan APK pada tingkatan 

cendcrung tidak stabil. Rata- rata tcrjadi peningkatan di tahun 2014 

namun mengalami pcnurunan kern bali di tahun 2015. 

2. Meningkalkan akscs dan kua!itas pelayanan scrta status keschatan dan 

gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak usia 5 - 7 tahun 

yang bel urn masuk sekolah dasar 

Di Bidang kesehatan, salah satu upaya yang dilakukan 

pemcrintah adalah dengan menyediakan fasilitas kcschatan dan tenaga 
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kesehatan yang jumlahnya cukup memadai scperti terlihat pada tabel 

berikut ini: 

Tabel4. 7 
Banyaknya Sarana Keschatan I>i Kecamatan Tanjung Palas 

Tahun 20l'i/2016 . 
-····-- --

Sarana Jumlah Keterangan 
. 

"""" 

Puskesmas I .. 
Pustu 4 
Polindes 4 -

16 
. ·------· ----~~9_u _______ - -···----

Jumlah 25 
Sumber .Kecamatanlan;ung Palos Dalam Anglw 2016 

Tabel4.8 
.Jumlah Tenaga Kesehatan 

Di Puskesmas Kecamatan Tanjung Palas 
Tahun 2015 

,----------- - ---- ----· ------

TenagaKesehatan Jumlah 

Medis 5 

PerawatiBidan 84 

1----- rarmasi 5 ---- ·- --·--·-- --
Gizi 2 

Tehnis/Medis 4 
---- ------ --

Sanitasi 2 

Kcschatan Mas~-arakat 4 

J u mla h 106 . Sumher .Kecamatan Twyung Palas Dalam Angkll2016 

-·-

-----" 

Hcrdasarkan hasil wawancara dengan Pendamring PKH 

Kccamatan Tanjung Palas : 

"Fasilitas yang diperoleh peserta PKJ! hidang kesehatan 
adalah fasilitas yang tersedia di sarana kesehatan setempal 
seperti puskesmas atau pustu, sedangkan peserta PKH _vanx 
menerima layanan kesehatan adalah ibu hami, bali/a dan 
anak pra sekolah" (Wall'ancara, Kamis langgal 20 April 
201') 
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Berdasarkan data di atas fasilitas dan tenaga kesehatan yang 

yang ada di kecamatan Tanjung Palas dari segi jumlah dan kualitas 

cukup memadai. 

Menurut data hasil validasi pcserta PKH Kecamatan Tanjung 

Palas tahap IV tahun 2016 (Lampiran 4) terdapat 1 komponen ibu 

hamil, dan 51 komponen balita. Sedangkan pada tahap IV saturasi 

2016 (lampiran 4) terdapat 30 komponen balita dan 4 komponen anak 

pra sekolah. 

Selain itu, pcneliti juga melihat pencapaian tujuan PKH dalam 

bidang kesehatan berdasarkan Angka Kematian Bayilbalita (AKB) 

dan Angka Kematian Ibu (AKI) yang tcrdapat pada tabel berikut: 

Tabel4.9 
JumlahAngka Kematian Bayi!Balita (AKB) dan Angka 

Kematian Ibu (AKI) Di Puskesmas/Pustu 
Kccamatan Tanjung Palas Taboo 2013-2016 

,..--- --· .. --- . 
Jumtah 

Uraian -··--··· --

201_3 2014 2015 2016 
. 

AKB 3 ' 8 4 J 

AKI I I 0 0 
_ Jumlah 4 4 . 8 4 

Sumher · Dmas Kesehatan Kahupaten Bulungan 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Angka Kematian 

Bayi/Balita (AKB) sejak tahun 2013 hingga 2016 cenderung 

mcningkat sedangkan jumlah Angka Kematian lbu (AKI) cenderung 

turun. 
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Selain itu juga disampaikan pemyataan dari Kepala Seksi 

Perlindungan Jaminan Sosial sebagai berikut: 

"Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau 
perempuan dewasa (nenek. bibi atau kakak perempuan) yang 
biasa disebut Penguro.s Keluarga. Walaupunjumlah bantuan 
relatif kecil untuk wilayah kalimantan, pemberian dana 
kepada penguros keluarga diyakini akan dapat mendorong 
efektivitas PKH da/am meningkatkan kualitas pendidikan dan 
kesehatan penerima bantuan serta merubah pola pikir 
peserta PKH untuk membelanjakan dana bantuan sesuai 
ketentuan yang dipersyaratkan. '' {Wmt-·ancara, Rabu tangga/ 
3 Mei 2017) 

Bcrdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan 

bahwa, walaupun jumlah bantuan PKH relatif kecil namun sangat 

berguna bagi peserta PKH yang merupakan keluarga miskin untuk 

membeli perlengkapan sekolah dan kebutuhan gizi ibu hamil dan 

balita serta anak pra sekolah. 

Selain itu, pencliti juga melihat pencapaian tujuan PKH dalam 

meningkatkan kondisi ekonomi Peserta PKH di Kecamatan Tanjung 

Palas melalui indikator lndeks Pembangunan Manusia (!PM) seperti 

dis<~:.iikan pada tabel berikut ini: 

Tabel4.10 Nilai IPM Kabupaten Bulungan dan Komponen 
Penyusunnya_ Tahun 2014-2015 

Tahun 
Komponen 

2014 2015 

IPM 69.25 69.37 

Angka Harapan Hidup 72.11 72.21 

Harapan Lama Sekolah 12.53 12.56 

Rata-rata Lama Sekolah 8.27 8.29 

PPP (000 Rp) 8.852 8,877 

Peringkat Provinsi 3 3 

Sumher . Berita Resmi Sratistik Kab. Buiungan No. 0-1110165/Th XD{. 19 
Oktober 2016 

43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



134 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi 

peningkatan IPM dari tahun 2014 sebesar 69,25 menjadi 69,37 pada 

tahun 2015. Walaupun tidak dapat memberikan gambaran seluruh 

dimensi pembangunan manusia, IPM mampu mengukur tiga 

dimensi pokok manusia yang dinilai mencenninkan status 

kemampuan dasar (basic capabilities) penduduk, yaitu dimensi 

kesehatan, pendidikan maupun standar hidup layak. 

C. Pembahasan 

Dalam sub bah ini akan dibahas mengenai lmplementasi Program 

Harapan (PKH) di Kecamatan Tanjung Palas dalam hubungannya dengan 

4 (empat) faktor penentu keberhasilan implcmentasi menurut Edward Ill 

yaitu komunikasi, sumberdaya, sikap/disposisi dan struktur birokrasi yang 

dikaitkan dengan tahapan kegiatan PKH serta efektivitas implementasi 

PKH dalam rangka mencapai tujuan penclitian yang telah ditetapkan. 

t. Pembahasan mengenai Implementasi PKHdi Kecamatan Tanjung 

Palas 

lmplementasi kebijakan_ merupakan tahapan tcrpenting dari 

suatu kebijakan publik yang ditempuh oleh pemerintah. lmplementasi 

kcbijakan adalah merupakan proses dimana suatu kebijakan 

dilaksanakan melalui program-program yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

lmplcmentasi kebijakan bcrkaitan dengan berbagai kegiatan 

yang diarahkan untuk mcrcalisasikan program, dimana pada posisi ini 
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eksekutif mengatur cara untuk mcngorganisir, menginterprestasikan 

dan menerapkan kcbijakan yang telah diseleksi (Tangkilisan, 2003). 

Sehingga dengan mengorganisir, seorang eksckutif mampu mcngatur 

secara efektif dan efCsicn sumber daya. unit-unit dan teknik yang 

dapat mendukung pelaksanaan program. serta melakukan interprcstasi 

terhadap perencanaan yang dibuat, dan petunjuk yang dapat diikuti 

dengan mudah bagi realisasi program yang dilaksanakan. 

Tahapan kegiatan PKH dimulai dari penetapan sasaran. 

persiapan daerah, pertemuan awal dan validasi, penyaluran bantuan, 

pembcntukan kelompok peserta PKH. verifikasi komitmcn. 

pcmutakhiran data hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi telah 

dilaksanakan di Kecamatan Tanjung Palas Kabupaten Aulungan. 

Untuk mengetahui implemcntasi PKH di Kecamatan tanjung 

Palas secara lebih mendalam. akan dibahas hubungan faktor - taktor 

yang mcncntukan keberhasilan implementasi menurut Edward Ill 

berikut ini dengan tahapan kcgiatan PKH: 

1) Komunikasi 

Salah satu faktor yang keberhasilan implemcntasi seh~:~ah 

kcbijakan adalah komunikasi. Mcnurut George Edward Ill 

dalam faktor komunikasi tcrdapat 3 (tiga) aspek yang perlu 

diperhatikan, yaitu transmisi, kejclasan (clearily) dankonsistensi 

(consistencv). Berdasarkan hasil pcnclitian dalam hubungan 

t3ktor komunikasi dcngan implcmcntasi PKH di Kecamatan 

Tanjung Palas dapat dijclaskan scbagai bcrikut: 
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a. Transmisi berupa pelaksanaan sosialisasi 

Suatu proses transmisi atau penyaluran infonnasi 

dikatakan berhasil apabila infonnasi dapat disampaikan 

dengan baik oleh pelaksana dan diterima dengan baik pula 

oleh kelompok sasaran. Dalam pelaksanaan sosialisasi ini 

dituntut unsur pelaksana PKH yang memiliki kemampuan 

untuk memahami dan menyalurkan informasi mengenai 

semua aturan dan petunjuk pelaksanaan pekerjaan kepada 

pelaksana maupun sampai ke masyarakat Peserta PKH 

(KSM). 

Berdasarkan hasil wawancara pada sub bah 

sebelumnya Sosialisasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas 

telah dilaksanakan dengan dihadiri scmua unsur yang baik 

secara Jangsung maupun tidak. terlibat dalam lmplementasi 

PKH seperti perangkat desa dan kecamatan,perwakilan dari 

puskesmas dan kepala sekolah, tokoh masyarakat dan peserta 

PKH dengan narasumbcr dari UPPKH Kabupatcn Bulungan 

dan Pendamping PKH Kecamatan Tanjung Palas scrta 

disampaikan tujuan dan sasaran PKH. 

Namun, sosialisasi PKII seharusnya dilakukan setclah 

tahapan penetapan sasaran dimana salah satu pescrta yang 

hadir adalah calon peserta PKH hanya dilaksanakan di 

Kabupatcn, sedangkan di Kecamatan Tanjung Palas 

sosia\isasi yang seharusnya di!akukan pada tahun 2013. baru 
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bisa dilaksanakan pada tahun 2014 dimana peserta PKH yang 

hadir merupakan peserta yang telah divalidasi oleh 

pendamping PKH Kecamatan Tanjung Palas. Berdasarkan 

uraian diatas dapat dikatakan bahwa sosialisasi yang 

dilaksanakan belum maksimal. 

b. Kejelasan 

Kejelasan mengandung arti bahwa setiap informasi 

yang diterima dan disampaikan benar- benar dipahami dan 

dijadikan acuan dalam pelaksanaan tugas oleh pelaksana 

PKH serta dalam pemenuhan komitmen oleh peserta PKH. 

Pertemuan rutin baik antar Pelaksana PKH maupun 

pertemuan rutin Pendamping PKH dengan Peserta PKH 

untuk menyampaikan secara lcbih jelas dan rinci mcngcnai 

ukuran dan tujuan program merupakan media yang 

digunakan dalam implementasi PKH di Kecamatan Tanjung 

Palas. Pertemuan rutin diperlukan untuk mendukung 

bcbcrapa tahap<in kegiatan PKll dia'ntaranya tahapan 

validasi peserta PI<;H dan pemutakhiran data peserta _!lKH. 

Pertemuan rutin kdompok peserta yang intens akan 

berpengaruh pada kcjelasan intOrmasi yang ditcrima oleh 

pcscrta PKH sehingga akan memudahkan dalam proses 

validasi serta pemcnuhan komitmen peserta. Namun, 

pcrtcmuan rutin dcngan kclompok pcscrta PKH yang 

seharusnya dilak.sanakan paling kurang sebulan sekali, di 
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Kccamatan Tanjung Palas pertemuan hanya bisa 

dilaksanakan dua bulan sekali dikarenakan lokasi desa yang 

berjauhan serta kesulitan mengatur jadwal dengan peserta 

PKII. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa faktor 

komunikasi dari aspek kejelasan dalam Implementasi PKH 

di Kecamatan Tanjung Palas masih kurang. 

c. Konsistensi 

Yang dimaksudkan dengan konsistensi adalah 

perintah·perintah atau aturan dalam pelaksanaan program 

atau kebijakan harus konsisten dan jelas. Dalam 

implementasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas, 

kekurangan dari aspek konsistensi akan berdampak pada 

tahapan validasi dan penyaluran bantuan. Setiap tahun 

sejak dilaksanakan pada tahun 2013 di Kabupaten 

Bulungan, selalu teijadi perubahan baik untuk komponen 

peserta, mekanisme penyaluran bantuan maupun istilah 

yang digunakan dalam implementasi. Perubaluln atau 

tambahan komponen peserta PKH menyebabkan 

pelaksanaan validasi menjadi lebih sulit yang berarti tugas 

pendamping juga bertambah berat. Sedangkan perubahan 

mekanisme penyaluran bantuan berakibat pada 

keterlambatan pada setiap tahapan penyaluran. Walaupun 

maksud dari perubahan ini adalah untuk terus 

menyempumakan program, namun menjadi kendala )'ang 
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cukup berarti dalam pelaksanaan tugas pelaksana PKH di 

daerah. Untuk itu diperlukan seorang Pendamping Program 

yang memiliki kemampuan untuk menyampaikan secara 

tepat setiap bentuk perubahan yang terjadi. 

Uraian mengenai faktor komunikasi dcngan ketiga aspek 

di atas dalam kaitannya dcngan tahapan kegiatan PKH 

menunjukkan bahwa implementasi PKH di Kecamatan Tanjung 

Palas dari aspek transmisi dalam bentuk pelaksanaan aturan atau 

kebijakan dari pelaksana kepada pelaksana lain maupun kepada 

peserta PKH telah be~jalan dengan baik. Namun dalam aspek 

kejelasan, tetap diperlukan adanya pertemuan rutin untuk 

penyampaian infonnasi bagi peserta yang tidak hadir pada saat 

sosialisasi atau penyampaian infonnasi atau aturan baru yang 

belum ada pada saat pelaksanaan sosialisasi. Walaupun intensitas 

pertemuan rutin bagi Pelaksana PKH sudah dinilai cukup namun 

intensitas pertemuan kelompok peserta PKH di Kecamatan 

Tanjung Palas masih kurang. Dari aspek konsistensi, pelaksana 

PKH dalam pelaksanaan tugas sudah memilik1 konsistensi yang 

cukup baik., namun konsistcnsi aturan dan mekanisme PKH dari 

Kementerian Sosial masih kurang. 

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dikatakan bahwa 

dalam implementasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas 

penyampaian informasi melalui sosialisasi dalam mendukung 

tahapan pcnctapan s.1.saran, kejelasan informasi mclalui 
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pertcmuan rutin sebagai bagian dari tahapan validasi serta 

konsistensi pada tahapan penyaturan bantuan PKH masih kurang 

atau belum efcktif. 

2) Sumber day a 

Sumber daya mcmiliki pcranan penting dalam 

implementasi suatu kebijakan scperti disampaikan oleh Hessel 

(2003:55) sebagai berikut : 

''Komando implementasi munKkin ditransmisikan 
secara akural, _jelas. dan konsisten, namun jika para 
implementor kekurangan sumher daya yang perlu untuk 
menjalankan keb(iakan, implementasi adalah mungkin 
menjadi tidak efektif" 

Sedangkan menurut Islamy (1998:34): 

"pentinwlya kesiapan agen pelaksana dalam melaksanakan 
suatu kebijakan tidak bisa terlepa5 dari sumherdaya yang 
memadai, bahwa para pelakmna harus disuplai dengan 
re.1·own!s yang cukup, seperti human resources (staf da!am 
jumlah dan kual(fikasi yang memadai dengan hak dan 
kell'ajibannya sesuai denxan ke1renangan dan tanggung 
jm~·abnya), financial resources, technolo-gical resources, 
maupun pjychological resources:' 

13erdasarkan hasif penelitian dalam hubungan faktor 

sumber daya dengan tahapan implementasi PKH di Kccamatan 

Tanjung l>aJas dapat dijclaskan mclalui aspck - aspck scbagai 

bcrikut : 

a. Pclaksana PKH 

Ketersediaan staf pelaksana yang cukup dan 

memiliki kompetensi sangat pcnting bagi pelaksanaan 

program atau kebijakan. Dalam implementasi PKH di 

Kecamatan Tanjung Palas, salah satu kendala yang 
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bcrhubungan dengan staf sebagai sumber daya utama adalah 

adanya perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah 

dan mutasi Pejabat Struktural pada Dinas Sosial Kabupatcn 

Bulungan. Karena dengan adanya perubahan struktur 

Organisasi Perangkat Daerah maka struktur pelaksana PKH 

juga akan mcngalami perubahan. Disamping itu, personil 

baru yang masuk dalam struktur pelaksana PKH , akan 

memerlukan tambahan waktu untuk mempelajari dan 

memahami mengenai PKH sehingga proses implementasi 

juga akan beijalan Iebih lambat. Selain itu Perubahan unsur 

Pelaksana PKH dengan struktur yang lebih sederhana dan 

melibatkan personil lebih sedikit dengan tahapan kegiatan 

yang cukup banyak akan berdampak pada implementasi 

PKH. Selain itu, tidak ada personil yang menempati posisi 

Operator Kabupaten juga merupakan kendala implementasi 

yang cukup berarti. Berdasarkan uraian tugas dan kewajiban 

masing - masing pelaksana PKH, Operator PKH memiliki 

tugas dan kewajiban yang cukup banyak. Operator PKH 

bertugas melakukan input data baik data basil validasi, basil 

pemutakhiran serta data pembayaran untuk penyaluran 

bantuan. Apabila semua pekerjaan Operator dirangkap oleb 

Koordinator PKH maka pelaksanaan pekerjaan yang 

menjadi tugas koordinator akan terbambat sehingga tahapan 

kegiatan PKH juga akan beijalan 1ambat. 
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b. Informasi 

Informasi dalam hal ini berhubungan dengan cara 

melaksanakan PKH dan kepatuhan para pelaksana terhadap 

peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. 

Dalarn implementasi PKH, infonnasi rnengenat cara 

pelaksanaan PKH telah tertuang dalam Buku Pedoman 

Umum dan Pedoman Operasional Fasilitas Pendidikan dan 

Kesehatan. Pedoman umum dan Pedoman Operasional PKH 

merupakan pedoman penting bagi setiap Pelaksana PKH 

karena memuat panduan untuk melaksanakan seluruh 

tahapan PKH mulai dari penetapan sasaran hingga 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi. 

Kementerian Sosial melalui Direktorat Perlindungan 

dan Jaminan Sosial setiap tahun menerbitkan buku 

Pedoman Umum PKH dan Pedoman Operasional PKH. 

Namun, dikarenakan lokasi wilayah Provinsi Kalimantan 

Utara yang cukup jauh dengan biaya pengiriman cukup 

mahal, maka buku tersebut dikirimkan dalam bentuk 

softcopy. Selain buku Pedoman Umum PKH dan Pedoman 

Operasional, informasi lainnya mengenai PKH dapat 

diperoleh melalui kegiatan rapat koordinasi untuk 

Koordinator Kabupaten, serta diklat atau bimtek untuk 

operator dan pendamping PKH yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Sosial. Dengan adanya pertemuan atau rapat 
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koordinasi antar koordinator PKH disampaikan strategi 

pengendalian yang bcrtujuan agar pelaksanaan kegiatan 

tcpat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran scsuai rencana 

serta kualitas hasil pekerjaan berdasarkan indikator kinerja 

dan pedoman pelaksanaan. Sedangkan pelaksanaan diklat 

atau bimtek yang telah diikuti seluruh pendarnping PKH di 

Kabupaten Bulungan tennasuk Pendamping Kccamatan 

Tanjung Palas dimaksudkan agar diperoleh SDM yang 

mempunyai pengetahuan, kemampuan teknis, pemahaman 

terhadap peran, tugas dan fungsi dalam pengolahan data 

serta pendampingan schingga dapat melaksanakan seluruh 

tahapan PKH secara maksimal. 

c. Wewenang 

Dalam implementasi PKH di Kecamatan Tanjung 

Palas, pelaksana pada Dinas Sosial yang tergabung dalam 

pelaksana PKH Kabupaten Bulungan sebagai unsur daerah 

memiliki wewenang yang berbeda dengan Koordinator 

Kabupaten dan Pendamping PKH sebagai unsur pusat atau 

Kementerian. Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya 

kewenangan paling banyak dimiliki oleh pemerintah pusat 

dengan koordinator, operator dan pendamping PKH sebagai 

pelaksana inti scdangkan wewenangan pemerintah 

Kabupaten Bulungan melalui pelaksana PKH pada Dinas 

Sosial hanya sebatas pelaksanaan koordinasi dan 
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pemantauan PKH di Kabupaten Bulungan melalui tahapan 

kegiatan monitoring dan evaluasi PKH. Dalam 

implementasi PKH di Kabupaten Bulungan walaupun 

kegiatan monitoring dapat dilakukan dengan mengikuti 

seluruh tahapan kegiatan, pelaksanaan evaluasi masih 

belum maksimal karena adanya keterbatasan dana 

operasional. 

d. Fasilitas dan Dana Penunjang 

Untuk Pelaksana PKH dari Dinas Sosial serta 

Koordinator PKH Kabupaten Bulungan, menggunakan 

fasilitas yang ada pada Dinas Sosial Kabupaten Bulungan 

berupa ruangan kantor sebagai sekretariat pelaksana PKH, 

laptop dan printer untuk pelaporan serta peralatan 

penunjang lainnya. Disamping itu setiap pendamping juga 

dibcrikan fasilitas laptop untuk mendukung tugas pelaporan. 

Fasilitas ruang kantor dan_ peralatan laptop dan 

printer digunakan dalam tahapan validasi peserta, 

pemutakhiran data dan persiapan dat~ pembayaraf! untuk 

penyaluran bantuan yaitu sebagai alat input data serta print 

out laporan. 

Untuk peserta PKH bidang pendidikan dan 

kesehatan fasilitas yang digunakan sesuai dengan fasilitas 

yang tersedia di satuan pendidikan tempat anak dari peserta 

PKH bersekolah atau di puskesmas dan pustu tcmpat 
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mendapatkan Jayanan kesehatan bagi komponen ibu hamil, 

hal ita dan anak prasekolah. Fasilitas bidang pendidikan dan 

kesehatan ini digunakan pescrta sebagai sarana untuk 

pemenuhan terhadap komitmen peserta sesuai persyaratan. 

Selain fasilitas fisik. untuk pelaksana PKH juga 

dianggarkan dana penunJang yang salah satunya 

digunakan untuk biaya operasional Pendamping PKl-1 dalam 

pclaksanaan tugas pendampingan. Jika pada tahun 2016 

dana operasional pendamping PKII di Kecamatan Tanjung 

Palas schesar Rp. 1,3 juta/tahun. Untuk tahun ini hanya 

dianggarkan sebcsar 600 ribu/tahun, dikarenakan 

berkurangnya anggaran dana pcnunjang PKH pada Dinas 

Sosial Kabupaten Bulungan. Hal ini bcrakibat pada 

bcrkurangnya intensita<; tugas pendampingan seperti 

pcrtcmuan rutin kelompok peserta PKH. Selain itu, 

bcrkurangnya dana juga bcrdampak pada tidak 

terlaksananya salah satu tahapan PKH yaitu evaluasi 

pclaksanaan PKH tahun 2016. 

Tersedianya fasilitas fisik yang memadai serta dana 

pcnunjang yang mencukupi merupakan sumber daya yang 

sangat penting. Seorang implementor mungkin saJa 

memiliki tenaga yang cukup. memahami hal-hal yang 

seharusnya dilaksanakan, mcmiliki kcwcnangan yang 

mernadai tctapi bila tanpa dilcngkapi dengan sarana dan 
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prasarana yang memadai serta dukungan dana, 

implementasi kebijakan yang efektif relatif sulit untuk 

dilaksanakan. 

Berdasarkan uraian tb.ktor sumber daya melalui 4 aspek di 

atas dalam kaitannya dengan tahapan kegiatan PKH, dapat dilihat 

bahwa pada aspek pelaksana PKH, adanya perubahan struktur 

yang menempatkan personil baru sebagai pelak.sana PKH serta 

yang paling penting yaitu dengan kosongnya posisi operator PKH 

Kabupaten Bulungan mengakibatkan beberapa tahapan kegiatan 

PKI-I seperti validasi peserta, pemutakhiran data serta penyaluran 

bantuan berjalan lambat atau tidak optimal. Untuk kewenangan 

dalam seluruh tahapan implementasi didominasi oleh unsur 

Kementerian Sosial, pihak kabupaten hanya sebagai fb.silitator 

serta pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi. Untuk 

mendukung implementasi telah tcrsedianya fasilitas tisik yang 

cukup memadai, baik bagi pelaksana PKH maupun bagi peserta 

PKH. Namun anggaran dana pcnunjang kegiatan operasional 

PKH diantaranya untuk pelaksanaan evaluasi PKH masih sangat 

kurang. 

3) Disposisi 

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan 

hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan 

hila personel yang ada tidak mclaksanakan kebijakan yang 

diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lcbih atas. Karena itu. 
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pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan 

haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan 

yang telah ditetapkan. lebih khusus lagi pada kepentingan warga 

masyarakat. 

Bcrdasarkan hasil penelitian, hubungan faktor disposisi 

dengan tahapan kegiatan dalam implementasi PKH di Kecamatan 

Tanjung Palas dapat dijelaskan melalui aspek - aspek sebagai 

berikut : 

a. Pengangkatan birokrasi, 

Pelaksana PKH pada Dinas Sosial melekat pada 

struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Bulungan. 

narnun tetap memiliki legalitas berupa SK Bupati Bulungan 

dengan tambahan beberapa orang staf sebagai pelaksana 

tugas rutin. Karena diangkat berdasarkan SK Bupati dan 

tetap bertugas di instansi asal, pelaksana PKH pada Dinas 

Sosial memiliki sikap yang sangat mendukung 

implementasi PKH di wilayah Kabupaten Bulungan. 

Pengangkatan pelaksana PKH merupakan salah satu 

bentuk dukungan pemcrintah daerah dalam pelaksanaan 

PKH. Koordinator PKII, Operator dan Pendamping PKH 

merupakan pelaksana yang langsung direkrut olch pusat 

atau Kementerian Sosial yang difasilitasi oleh daerah. 

Karena direkrut melalui seleksi yang cukup ketat dan 

dibekali pengetahuan dengan mengikuti diklat Koordinator 
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dan Pendamping PKH bisa memahami PKH hingga keakar­

akamya dan menjadi sebuah produk yang siap teljun 

mcnghadapi peserta PKH beserta pennasalahan di lapangan. 

b. lnsentif 

Pemberian insentif atau tunjangan sangat dipcrlukan 

sebagai bentuk penghargaan atas pekerjaan yang dilakukan 

oleh setiap aparat pelaksana tersebut. Hal ini tentunya 

scmakin mendorong semangat dan mempcrkuat komitmen 

dari aparat pelaksana dalam melaksanakan seluruh tahapan 

kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) apalagi bagi 

pelaksana PKH yang memiliki lokasi tugas dengan kondisi 

medan yang cukup sui it. 

Dalam lmplementasi PKH di kecamatan Tanjung 

Palas. untuk pelaksana dari unsur Dinas Sosial yang, 

tennasuk dalam SK Pclaksana I}KH, insentif yang dibcrikan 

berupa honor pelaksana kcgiatan yang diberikan oleh 

Kementerian Sosial mclalui Direktorat Perlindungan dan 

jaminan Sosial. Sedangkan Bagi Koor_dinator, operator serta 

Pcndamping PKII, selain gaji dari Kementerian Sosial 

mereka hanya mendapatkan biaya operasional sehagai 

penunjang untuk pelaksanaan kegiatan. Dimana dana 

tersebut digunakan untuk biaya transportasi, biaya 

pertemuan rutin, atk. pclaporan dan biaya lain scbagai 

penunjang tugas dan fungsi. 
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Penelitian tentang implementasi PKH dari faktor sikap 

atau disposisi dengan dua aspek diatas, dari aspek pengangkatan 

birokrasi terlihat bentuk dukungan pemerintah daerah dalam 

mendukung pelaksanaan PKH dengan membentuk struktur 

pelaksana PKH dan memfasilitasi perekrutan unsur pusat yaitu 

koordinator, operator dan pendamping PKH. Namun, dari aspek 

insentif sebagai pcnghargaan bagi pelaksana yang merupakan 

unsur kemcnlerian dalam pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan 

PKH tidak dianggarkan karena minimnya biaya operasional yang 

ada. 

4) Struktur Birokrasi 

Implementasi kebijakan membutuhkan dukungan struktur 

Birokrasi. Aparat birokrasi scbagai pelaksana sebuah kebijakan 

harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara 

politik dcngan jalan melakukan koordinasi dengan baik. 

Kebijakan yang begitu kompleks mcnuntut adanya kerjasama 

banyak orang, kctika struktur organisasi tidak kondusif pada 

kebijakan, maka akan menghambat jalannya kebijakan. 

Berdasarkan hasil penelitian dalam hubungan faktor 

disposisi dengan implementasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas 

dapat dijelaskan melalui aspek ~ aspek sebagai berikut : 

a. Stamlar Operating Procedure (SOP) 

Standar Operating Procedure dibuat scbagai 

pendukung pelaksanaan program yang ditetapkan olch 
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pemerintah berupa pembagian tugas dan fungsi sesuai 

bidang pckcrjaan. 

Dalam implernentasi PKH, Pendamping PKH 

merupakan pelaksana kunci seluruh tahapan kegiatan PKH 

dari pertemuan awal hingga proses penyaluran bantuan 

tennasuk dalam penguatan komitmen peserta, sehingga 

SOP PKH sebagian besar berada pada pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi pcndamping PKH. Ketika pada suatu 

tahapan penyaluran Peserta PKI-1 merniliki komitmen yang 

tinggi terhadap persyaratan dalam arti kata tidak ada 

pemotongan bantuan, maka dapat dikatakan pendamping 

telah berhasil dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya 

sesuai dengan SOP yang ada walaupun beberapa tahapan 

pelaksanaan PKH tetap mengalami keterlambatkan 

dikarenakan kcndala dari faktor - faktor yang telah 

diuraikan sebelumnya. 

b. Fragmenta••i 

Fragmentasi merupakan upaya pcnycbaran 

tanggung jawab di sctiap kegiatan atau aktivitas aparat 

pelaksana dalam berbagai unit atau bagian sesuai dcngan 

kondisi yang diperlukan dalam menunjang kcbcrhasilan 

Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam implcmcntasi 

PKH di Kccarnatan Tanjung Palas, Pelaksana PKH melalui 

Dinas Sosial rnemastikan tersedianya fasilitas serta dana 
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pendukung dalam pelaksanaan PKH serta berperan aktif 

dalam setiap tahapan kegiatan PKH. Meskipun biaya 

pendukung Pclaksanan PKH pada tahun ini cukup kecil 

tetap dipergunakan dengan optimal wataupun dcngan 

mclakukan beberapa pcrubahan diantaranya mengurangi 

besaran biaya opcrasional pendamping PKI-I maupun 

mengurangi intensitas pertemuan rutin. 

Koordinator PKI-1 merniliki tanggung jawab dalam 

pelaksanaan koordinasi dari scluruh unsur pclaksana 

kabupaten hingga ke pelaksana pusat. Dimana dcngan 

terjadinya koordinasi yang baik pelaksanaan implementasi 

PKH juga akan bcrjalan dengan lancar dan setiap 

pennasalahan yang timbul dapat segcra diselcsaikan. 

Hasil pcmbahasan di atas. menunjukkan bahwa faktor 

struktur hirokrasi tclah dilaksanakan oleh unsur pclaksana PKI-L 

Dari aspck SOP terlihat dengan adanya pcran aktif pendamping 

dal1It11 Scturuh tahapafi pelaksanaan kcgiatan PKI I. Dari aspek 

fragmentasi, yang dim~lai dari komitmen daerah, pelaksanaan 

tanggung jawab masing - masing pelaksana PKH hingga 

pelaksanaan koordinasi yang baik antar seluruh unsur pelaksana 

PKH mcnunjukkan bahwa semua pelaksana bcrperan dalam sctiap 

tahapan kegiatan PKH demi suksesnya pclaksanaan PKll di 

Kecamatan Tanjung Palas. 
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2. Pembabasan mengenai efektivitas implemeotasi PKH di 

Kecamatan Tanjung Palas 

Pengertian efektivitas menurut para ahli pada hakekatnya 

memiliki kesamaan makna yaitu menitikberatkan pada tingkat 

keberhasilan dan pencapaian tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu 

dalam penelitian mengenai implementasi PKH di Kecamatan tanjung 

Palas ini, efektivitas PKH akan dibahas melalui pencapaian tujuan 

PKH yang telah scbelumya telah diuraikan pada sub bab basil 

penelitian. 

I. Meningk.atkan akses dan kualitas pelayanan serta taraf pendidikan 

pendidikan anak Peserta PKH 

Fasilitas pendidikan yang tersedia dimanfaatkan peserta 

PKH bidang Pendidikan dimulai dari tingkat SD hingga SMA 

dengan persyaratan kehadiran di kelas minimal 85 % dari hari 

belajar etektifsetiap bulan selama tahun ajaran berlangsung. 

Menurut data jumlah anak sekolah pada setiap tingkatan 

pendidikan niulai dari SD sampai deil.gan SMA/SMK serta data 

hasil validasi peserta PKH ~ecamatan Tanjung Palas tahap IV 

tahun 2016 dan tahap IV saturasi 20 I 6 terdapat 194 komponen 

PKH pada tingkat SD, 119 pada tingkat SMP dan 85 pacta tingkat 

SMA/SMK. Apabila dilihat dalam bentuk persentase, terdapat 

9.35% pada tingkat SD, 13.74% pada tingkat SMP dan 16,38% 

pacta tingkal SMNSMK yang memiliki kesempatan untuk 

bcrsckolah alau mengakses layanan pendidikan, menikmati 
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kualitas pelayanan pada satuan pendidikan serta rneningkatkan 

tarafpendidikan dengan bantuan PKH. 

Selain aspek ketersediaan tllsilitas, pencapman tujuan 

PKH dalam bidang pendidikan JUga dilihat dari pencapaian 

Angka Partisipasi Mumi (APM) dan Angka Partisipasi Kasar. 

Berdasarkan data pencapaian APM dan APK di Kecamatan 

Tanjung Palas, untuk pencapaian APM terjadi peningkatan di 

scmua level pendidikan pada tahun 2014, namun terjadi 

penurunan di tahun 2015. Sedangkan pencapaian APK untuk 

Ieven SMP dan SMA pencapaian setiap tahunnya cenderung naik 

dan level SD terus menurun. 

Berdasarkan pembahasan di atas menunjukkan bahwa 

tujuan PKH untuk rneningkatkan meningk:atkan akses dan 

kualitas pelayanan serta taraf pendidikan anak Peserta PKH di 

Kecamatan Tanjung Palas sudah tercapai. Namun, berdasarkan 

kondisi pencapaian APM dan APK yang kurang stabil 

menunjukkan bahwa tujuan PKH dalam peningkatan APM dan 

APK di Kecamatan Tanjung Palas masih kurang atau belum 

efektif 

2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan serta status kesehatan 

dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak usia 5 - 7 

tahun yang bel urn masuk sekolah dasar 

Fasilitas kesehatan yang tersedia di Kecarnatan Tanjung 

Palas dimanfaatkan oleh ibu hamil untuk pemeriksaan kesehatan, 
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pertolongan pada saat persalinan serta pemeriksaan kesehatan dan 

pelayanan KB pasca persalinan. Untuk bayi baru lahir, mendapat 

IMD, pemeriksaan segcra saat lahir, menjaga bayi tetap hangat, 

Vit K, HBO, salep mata, konseling menyusui sedangkan untuk 

balita berupa pelayanan imunisasi lengkap, penimbangan berat 

badan, pemberian vitamin A.Untuk Anak usia 5-6 talmo atau 

prasekolah, penimbangan bemt badan dan pemantauan tumbuh 

kembang scrta mengikuti program Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD/Early Childhood Education) 

Berdasarkan data ketersediaan t3silitas serta tenaga 

kesehatan dan data hasil validasi peserta PKH Kecamatan 

Tanjung Palas tahap IV tahun 2016 dan tahap IV saturasi 2016 

maka terdapat I komponcn ibu hamil, 81 komponen balita dan 4 

komponen anak pra sckolah (apras) yang dapat mengakses 

fasilitas kcschatan, mcnikmati layanan keschatan secara layak dan 

mcmadai serta dapat meningkatkan status keS:ehatan dan gizi 

dengan adanya hantuan PKH. 

Sclain ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan~ 

pencapaian tujuan PKH dalam bidang kesehatan dapat dilihat dari 

data Angka Kematian Bayi/Balita (AKB) dan Angka Kcmatian 

Jbu (AKI). Berdasarkan data AKB dan AKI di Kecamatan 

Tanjung Palas dapat dilihat bahwa scjak tahun 2013 sampai 

dengan tahun 2016, Angka Kcmatian Bayilbalita cenderung 

meningkat scdangkan Angka Kematian lbu terus menurun. 
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Hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa tujuan 

PKH untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan serta 

status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas. dan anak balita dan 

anak usia 5 - 7 tahun yang belum masuk sekolah dasar sudah 

tercapai. Berdasarkan Angka Kematian lbu pencapaian tujuan 

PKH bidang kesehatan sudah efektif, namun berdasarkan Angka 

Kematian Bayi!Dalita masih kurang atau belum efektif. 

3. Meningkatkan kondisi ekonomi Pcserta PKH 

Sebagai dasar untuk mcngetahui pencapaian tujuan PKH 

dalam meningkatkan kondisi ekonomi peserta, dapat dinilai 

melalui bantuan yang diberikan, walaupun jumlah bantuan PKH 

relatif kccil namun sangat berguna bagi peserta PKH yang 

merupakan keluarga miskin. 

Selain itu untuk mengetahui pencapaian tujuan PKH 

dalam meningkatkan kondisi ekonomi atau kescsejahteraan 

peserta digunakan indikator lndeks Pcmbangunan Manusi (IPM). 

Dimana IPM mampu mengukur tiga dimensi pokok 

manusm yang dinilai mcncenninkan status kemampuan dasar 

(basic capabilities) penduduk, yaitu dimensi kesehatan, 

pcndidikan maupun standar hidup layak. Karena untuk dimensi 

pendidikan dan kcsehatan sudah disajikan pada bagian 

sebelumnya, pada bagian !PM hanya dilihat berdasarkan dimensi 

standar hidup Jayak atau mudahnya daya beli. Dimana dalam 

dalam cakupan yang lebih luas. Standar Hidup Layak 
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menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh 

penduduk sebagai dampak semakin membaiknya atau 

meningkatnya kondisi ekonomi (BPS menggunakan indikator 

dasar mta-rata pengeluaran per kapita yang disesuaikan 

(PPP) untuk menjarnin keterbandingan antar waktu dan daerah di 

Indonesia). 

Namun. dikarcnakan keterbatasan data di Kabupaten 

Bulungan, data !PM yang tersedia merupakan data dengan skala 

Kabupaten sehingga apabila dibandingkan dengan rasio jumlah 

penduduk Kecamatan Tanjung Palas dcngan jumlah penduduk 

Kabupaten Bulungan akan diperoleh prosentasc yang relatifkecil. 

Bcrdasarkan data IPM Kabupaten Bulungan, ter:jadi 

peningkatan nilai !PM scbesar 0, I 7 pada tahun 2014. Dalam 

hubungannya dcngan implementasi PKH di Kecamatan Tanjung 

Pal as. dengan adanya bantuan PKI {, peserta dapat membelanjakan 

bantuan untuk keperluan anak sekolah dan pemeriksaan kesehatan 

ibu hamil dan balita/apras sehingga dana yang sebelumnya 

dipersiapkan untuk kebutuhan terscbut dapat disimpan atau 

digunakan untuk membeli kcpcrluan konsumtif lainnya. 

Walaupun nilai bantuan relatifkecil kelebihan dana tcrsebut dapat 

scdikit mcningkatkan daya bcli pescrta PKH dcngan kata lain 

mcningkalkan standar hidup pcscrta. Hal tersebut 

memperlihatkan bahwa tcrdapat pengaruh bantuan PKH terhadap 

pcningkatan Jndeks pcmbangunan Manusia di Kabupatcn 
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Bulungan khususnya di Kecamatan Tanjung Palas. Dengan kata 

lain pencapaian tujuan PKH dalam meningkatkan kondisi 

ekonomi Peserta PKH melalui peningkatan daya beli atau standar 

hidup Jayak sudah tercapai atau sudah efekti( 
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A. KESIMPULAN 

BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah 

diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik 

kcsimpulan sebagai berikut : 

l. lmplementasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas berdasarkan 4 (empat) 

faktor yaitu komunikasi. sumber daya disposisi dan struktur birokrasi 

dalam hubungannya dengan tahapan kegiatan PKH pada dasamya belum 

berjalan optimal atau bel urn efektif, hal ini dapat dilihat dari: 

I) Komunikasi 

[mplementasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas dari aspek 

pcnyampaian infonnasi melalui sosialisasi dalam mendukung tahapan 

penetapan sasaran, kejelasan informasi mclalui pertemuan rutin 

sebagai bagian dari tahapan validasi serta konsistensi pada tahapan 

penyaluran bantuan PKH masih kurang atau belum efektif 

2) Sumber daya 

Pada aspek pelaksana PKH, kosongnya posisi operator PKH 

sebagai petugas input data pada tahapan validasi, pemutakhiran 

peserta serta penyaluran bantuan mengakibatkan beberapa tahapan 

kegiatan PKH berjalan lambat atau tidak optimal. Pada aspek 

kewenangan, pihak kabupaten sebagai pelaksana kegiatan monitoring 

dan evaluasi belum bisa melaksanakan kcgiatan evaluasi sccara 

optimal dikarenakan keterbatasan dana. Dari aspek fasilitas dalam 

158 

43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



!59 

mendukung tahapan implementasi baik bagi pelaksana PKH maupun 

bagi peserta PKH cukup memadai, namun anggaran dana sebagai 

penunjang seluruh tahapan kegiatan PKH masih kurang. 

3) Disposisi/sikap 

Pada aspck pengangkatan birokrasi, dukungan pemerintah 

daerah terlihat dalam pcmbentukan struktur pelaksana PK!-1 dan 

memfasilitasi perekrutan unsur pusat yaitu koordinator, operator dan 

pcndamping PKH. Namun. dari aspek insentif sebagai penghargaan 

bagi pelaksana yang merupakan unsur kementerian dalam pelaksanaan 

seluruh tahapan kegiatan PKH tidak dianggarkan karena minimnya 

biaya opcrasional yang ada. 

4) Struktur Birokrasi 

Dari aspek SOP terlihat dcngan adanya peran aktif 

pendamping dalam seluruh tahapan pclaksanaan kegiatan PKH. Dari 

aspek fi-agmentasi, yang dimulai dari komitmen dacrah, pclaksanaan 

tanggung jawab masing- masing pclaksana PKH hingga pelaksanaan 

koordinasi yang baik antar scluruh unsur pclaksana PKH 

menunjukkan bahwa semua pelaksana berperan dalam setiap tahapan 

kegiatan PKI-I demi suksesnya pelaksanaan PKH di Kecamatan 

Tanjung Palas. 

2. flerdasarkan pembahasan mcngcnai cfektivitas Implementasi PKH dalam 

pcncapaian tujuan PKII dapat disimpulkan bahwa : 

I) Tujuan PKII untuk meningkatkan akses dan kualitas pclayanan serta 

tarafpendidikan anak Pescrta PKH tclah tercapai. Namun. bcrdasarkan 
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kondisi pencapaian APM dan APK yang kurang stabil menunjukkan 

bahwa tujuan PKH dalam peningkatan APM dan APK di Kecamatan 

Tanjung Palas masih kurang atau belum efektif. 

2) Tujuan PKH untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan serta 

status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak 

usia 5 - 7 tahun yang belum masuk sekolah dasar sudah tercapai. 

Berdasarkan Angka Kematian lhu pencapaian tujuan PKH bidang 

kesehatan sudah efCktif. namun berdasarkan Angka Kematian 

Bayi/Balita masih kurang atau belum efektif. 

3) Walaupun pencapaian tujuan PKH bidang pcndidikan dan kesehatan 

bclum efektif. bantuan tunai yang diberikan kcpada peserta PKH akan 

berpengaruh terhadap peningkatan daya beli peserta PKH sehingga 

akan mcningkatkan standar hidup layak dan mcmicu peningkatan 

lndeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupatcn Bulungan secara 

umum. Dengan kata lain pencapaian tujuan PKH dalam meningkatkan 

kondisi ekonomi Peserta PKH melalui peningkatan daya beli atau 

standar hid up layak sudah tercapai atau sudah efektif. 

B. SARAN 

Adapun beberapa saran yang dapat disampaikan. berkaitan dengan 

penelitian mengenai lmplemcntasi Program Keluarga Harapan (PKJ-1) di 

Kccamatan Tanjung Palas adalah sebagai bcrikut: 

a. Saran Praktis 

l. Berkaitan dcngan lmplementasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas: 
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I) Dari faktor komunikasi, intcnsitas pertemuan rutin kelompok 

pcserta PKH harus lebih senng dilakukan karena akan 

mempengaruhi kejelasan informasi yang diterima oleh pcserta PKH. 

Selain itu, setiap pelaksana PKH terutama Pendamping harus 

berperan aktif untuk meningkatkan koordinasi serta mencari 

informasi update dalam menyikapi perubahan aturan dan 

mckanisme yang sering tcrjadi dalam pelaksanaan PKH. 

2) Dari faktor somber daya, Dinas Sosial Kabupaten Bulungan 

hendaknya segera membuat usulan untuk pelaksanaan rekrutmen 

operator PKH Kabupaten karena apabila dibiarkan tetap kosong 

akan sangat menghambat dalam pelaksanaan tahapan kegiatan PKH 

rnengingat jumlah peserta PKH scmakin meningkat. Selain itu 

untuk mendukung kelancaran implementasi PKH khususnya di 

Kecamatan Tanjung Palas perlu adanya penambahan dana 

penunjang PKH mengingat jumlah peserta yang semakin bertambah 

maka kebutuhan dana operasional dalam implementasi PKH juga 

akan bertambah. 

3) Dari faktor disposisi, perlu adanya pemberian insentif bagi 

pelaksana PKH seperti Koordinator dan Pendamping PKH diluar 

biaya operasional sebagai reward atas pelaksanaan tugas dalam 

implementasi PKH mengingat semakin bertambahnya jumlah dan 

komponen pescrta PKH serta perubahan mekanisme penyaluran 

bantuan, maka tugas pelaksana PKH akan scmakin kompleks. 

4) Dari faktor struktur birokrasi, Pemcrintah daerah serta semua unsur 
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pelaksana maupun peserta PKH harus tetap mempertahankan 

keberlangsungan program dengan terus meningkatkan dukungan, 

koordinasi serta komitmen dalam pelaksanaan PKH di Kecamatan 

Tanjung Palas agar program ini dapat terus berlanjut. 

2. Berkaitan dengan Efektivitas Implementasi PKH di Kecamatan Tanjung 

Palas: 

1) Pelaksana dan Peserta PKH harus tetap menjaga komitmen dengan 

memenuhi persyaratan bidang pendidikan, agar anak peserta dapat 

terus bersekolah sehingga akan berpengaruh pada peningkatan 

Angka Partisipasi Mumi (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) 

khususnya di Kecamatan Tanjung Palas 

2) Pelaksana dan Peserta PKH harus tetap menjaga komitmen dengan 

memcnuhi pcrsyaratan bidang kesehatan, agar peserta dapat tcrus 

menikmati layanan kesehatan secara memadai sehingga akan 

berpengaruh pada penurunan Angka Kematian lbu (AKI) dan 

Angka Kematian Bayi!Balita (AKB) khususnya di Kecamatan 

Tanjung Pa-las. 

3) Pelaksana dan Peserta PKH harus tetap menjaga komitmen dalam 

seluruh tahapan kcgiatan PKH. karcna \valaupun nilai bantuan 

relatif kccil. implementasi PKH sangat efektif dalam pencapaian 

tujuan PKI-I baik dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun 

peningkatan kondisi ekonomi peserta sehingga dapat mcmicu 

peningkatan lndcks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya di 

Kecamatan Tanjung Palas. 
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b. Saran Teoritis 

I. Perlunya ketersediaan data dasar kependudukan serta data tingkat 

kesejahteraan yang lengkap dan akurat hingga tingkat kecamatan 

ataupun desa dan kelurahan sehingga memudahkan dalam pelaksanaan 

penelitian selanjutnya. 

2. Penelitian selanjutnya hendaknya dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana pengaruh perubahan mekanisme penyaluran bantuan yang 

semula dilakukan secara tunai menjadi mclalui rekcning Bank terhadap 

ketepatan jadwal penyaluran banluan PKH mengingat tidak semua 

wilayah kecamatan di Kabupaten Bulungan memiliki fasilitas Bank. 

43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



164 

mendukung tahapan implementasi baik bagi pelaksana PKH maupun 

bagi peserta PKH cukup mcmadai, namun anggaran dana sebagai 

penunjang seluruh tahapan kegiatan PKH masih kurang. 

3) Disposisi/sikap 

Pada aspek pengangkatan birokrasi, dukungan pemerintah 

daerah terlihat dalam pembentukan struktur pelaksana PKH dan 

memfasilitasi perekrutan unsur pusat yaitu koordinator, operator dan 

pendamping PKH. Namun, dari aspek insentif sebagai penghargaan 

bagi pelaksana yang mcrupakan unsur kementerian dalam pelaksanaan 

seluruh tahapan kegiatan PKH tidak dianggarkan karena minimnya 

biaya operasional yang ada. 

4) Struktur Birokrasi 

Dari aspek SOP terlihat dengan adanya peran aktif 

pendamping dalam seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan PKH. Dari 

aspek fragmentasi, yang dimulai dari komitmen daerah, pelaksanaan 

tanggung jawab masing- masing pelaksana PKH hingga pelaksanaan 

koordinasi yang baik antar seluruh unsur pelaksana PKH 

menunjukkan bahwa semua pelaksana berperan dalam setiap tahapan 

kegiatan PKH demi suksesnya pelaksanaan PKH di Kecamatan 

Tanjung Palas. 

2. Berdasarkan pembahasan mengenai efektivitas Implementasi PKH dalam 

pencapaian tujuan PKH dapat disimpulkan bahwa : 

I) Tujuan PKH untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan serta 

tarafpendidikan anak Peserta PKH telah tercapai. Namun, berdasarkan 
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No. 

I. 

I. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

II. 

I. 

LAMPIRAN II. PEDOMAN W A W ANCARA 

IMPLEMENT AS! PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) [)[ 
KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN 

PEDOMAN WA WANCARA 

In forman 

Pertanyaao 
I 2 3 4 5 6 7 

Tahapan Pelaksanaao PKH di 

Kecamatan Tanjung Palas 

Bagaimanakah Proses Penetapan Sasaran v v v 
Peserta PKH? 

Bagaimanakah Proses Validasi Peserta ;j v v 
PKH? 

-----
Bagaimana Mekanisme Penyaluran v v v 
Bantuan Bagi Peserta PKH? 

Apakah di Kecamatan Tanjung Patas telah 
dilaksanakan pembentukan dan pertemuan v ;j v 
kelompok peserta PKH? 
Bagaimana Pclaksanaan Vcrifikasi 
Komitmen Peserta PKH di Kecamatan v v v v 
Tan_jung Palas? 
Apakah pemah terjadi penangguhan dan 

{ ·~ v pembatalan bantuan bag~peserta PKH di . 

Kecamatan Tanjung Palas? ------
Bagaimanakah proses pemutakhiran data v ;j v v 
peserta PKH di Kecamatan Tanjung Palas? 

·- ·-
Apakah pemah dilaksanakan monitoring 

v .,: 
dan evaluasi dalam pelaksanaan PKH di 
Kecamatan Tanjung Pal~~? 

Faktor-faktor yang menentukan 
Kebcrhasilan lmplementasi PKH di 
Kecamatan Tanjung Palas : 

- ------

a. Faktor Komunikasi 

Bagaimanakah pelaksanaan sosialisasi 

i ' ' ' y ' y 
PKH di Kecamatan Tanjung Palas? 

-------
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I 
' 

·-

' 

. 

' ------

I y 
I 
' ' 
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2. Bagaimanakah cara penyampaian 
infonnasi dalam Pelaksanaan PKH di ' ' ' ' ' Kecamatan Tanjung Palas? 

- - --~--~-

]. Sejauhmana konsistensi aturan dalam ,j ,j 
pc/aksanaan PKH? 

r--·· [---~---· .. . 

b. Faktor Sumber Daya 
·--- ---~ ---- - ···--·- ---- ·- .. r--- ---- - ---- ··---

I. Bagaimanakah bentuk struktur pelaksana 

' ,j ' PKH Kecamatan Tanjung Palas? 
.. 

2. Bagaimanakah bentuk infonnasi dalam 
pelaksanaan PKH di Kccamatan Tanjung ' ,j 

Palas? 
··--------- . .. 

]. Sejauhmana wcwenang pelaksana PKH 
yang mcrupakan unsur daerah da/am -I ,j ,j ' ,j 
implementasi PKif? 

f--- -------· . - f- .. 

4. Fasilitas apa saja yang di peroleh ' ,j 
pescrta penerima PKH di Bidang 
kesehatan? 
·--· ·-- ··--

5. Fasilitas apa saja yang di peroleh 
peserta penerima PKH di Bidang ,j ,j 

pendidikan'! ' 
I -- -- ------· .--- . ---- -t--

6. Fasititas apa saja yang di pcroleh I 

Pendamping PKH dalam pclaksanaan ,j 
tugas pendampingan? 

·--· . . 

. 
7. Apakah alokasi dana untuk operasional . 

PKH sudah mencukupi dalam I ' ~ 
pelaksanaan PKH di Kecamatan Tanjung ' 
Pal as? ' 

1- . I 

c. Faktor- Disposisi 

I. Bagaimanakah proses pcrekrutan 
Pelaksana PKH Kccamatan Tanjung Palas ,j ~ ,j 

yang merupakan unsur pusat!kemcterian? 
--

2. Apakah ada insentifyang dibcrikan kepada 
Pe\aksana PKH Kecamatan Tanjung Palas ' ,j ' I yang merupakan unsur pusatlkemcterian? 

' 
_L_ I 

- -· . - ·---·· . . . . .. -
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----

2. 

3. 

Ill. 

I. 

2. 

d. Faktor Struktur Birokrasi 
. . 

Bagaimanakah Standard Operting 
Prosedures (SOP) pelaksanaan PKH di ' ' Kecamatan Tanjung Palas? 
---------- ----- - -· -- - -·· ------- ·- - ·- - -

Sejauhmana dukungan pemerintah daerah 
dan pelaksana PKH dalam pelaksanaan ' ' ' ' PKH di Kccamalan Tanjung Palas? 

-· 

Bagaimana koordinasi antara Pelaksana 
PKH kccamatan dcngan pendamping ' ' ' PKH? 

-----c-·- -·-
Efektifitas lmplementasi PKH di 

Kecamatan Tanjung Palas 

Manfaat apa yang diperoleh oleh peserta 

PKH? ' 
Sejauhmana cfektititas implementasi PKII 

di Kec. Tanjung Palas? ' ~ 

--- . 

Kcterangan : 

;:.. Jnfonnan 1 : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial 

,. lnfonnan 2 : Kepala Scksi Per\indungan Jaminan Sosial 
-, lnfOrman 3 : Staf Bidang Perlindungan Jaminan Sosial 

;:.. Infonnan 4 : Koordinator Wilayah PKH Kabupaten Bulungan 

;;.. In forman 5 : Pendamping PKH Kecamatan Tanjung Palas 
,. lnforman 6 : Peserta PKH Bidang Kesehatan 

-, In forman 7 : Peserta PKH Bidang Pendidikan 

,.. lnfOrman 8: Peserta PKH Bidang Pcndidikan 
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LAMP IRAN Ill. TRANSKRIP W A W ANCARA 

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) 01 
KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN 

Azelina 
500894555 

PROGRAM STUOI MAGISTER AOMINISTRASI PUBLIK 
UNIVERSITAS TERBUKA 

TRANSKRIP WA WANCARA 

Jabatan Narasumber Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan 

Jaminan Sosial 

Tgllbln/thn Wawancara 20 April 2017 

Nama Narasumbcr N. Haen Hasan, A.KS, SE 

I. Bagaimana Mekanisme Penyaluran Bantuan Bagi Pescrta PKII? 

lnfonnasi terbaru dari Pelaksana PKH Pusat, dua kecamatan di Kabupaten 

Bulungan yaitu Kecamatan Tanjung Palas dan Kecamatan Tanjung Palas 

Tengah yang sebelumnya pencairan dilakukan melalui kantor pos tcrdekat 

untuk tahun ini akan dilakukan penyaluran bantuan dengan sistem non tunai 

yaitu melalui bank yang ditunjuk sebagai mitra oleh Kemcnterian Sosial. 

2. Apakah pemah terjadi penangguhan dan pembatalan bantuan bagi peserta 

PKH di Kecamatan Tanjung Palas? 

Scjauhmana dukungan pemerintah daerah dan pelaksana PKH dalam 

pclaksanaan PKH di Kecamatan Tanjung Palas?Sejak pelaksanaan tahun 
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2013 hingga sekarang PKH di Kabupaten Bulungan berjalan lancar, belum 

pemah ada penangguhan 

3. Sejauhmana dukungan pemerintah daerah dan pelaksana PKH dalam 

pelaksanaan PKH di Kecamatan Tanjung Palas? 

Dinas Sosial digunakan sebagai sekretariat PKH, memfasililasi rapat ~ rapat 

atau pertemuan pendamping kecamatan scrta menycdiakan dana operasional. 

4. Bagaimana koordinasi antara Pelaksana PKH kecamatan dengan 

pendamping PKH? 

Koordinasi pelaksana PKH terjalin dengan baik, koordinasi dilaksanakan 

dalam bentuk pertemuan atau rapat koordinasi untuk menyampaikan 

perrnasalahan dalam pelaksanaan PKH. 
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IMPLEMENT AS! PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) D1 
KECAMATANTANJUNGPALASKABUPATENBULUNGAN 

TRANSKRIP WA WANCARA 

Jabatan Narasumber Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Sosial 

Tgl/bln/thn Wawancara 20 April dan 3 Mei 2017 

Nama Narasumber : Rita Fahriah, S.Psi, M.Si 

I. Bagaimanakah Proses Penetapan Sasaran Pescrta PKII? 

173 

Penctapan sasaran PKH didasarkan atas data calon peserta PKH pada Basis 

Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumbcr dari 

Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilaksanakan oleh 

BPS dan diserah tcrimakan kepada Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) selanjutnya dilakukan validasi oleh 

pendamping di masing- masing Kecamatan. 

2. Bagaimana Mekanisme Penyalura~ Rantuan Bagi Peserta PKH? 

Pcnyaluran bantuan bagi peserta tahap IV Tahun 2016 saturasi dilaksanakan 

maksimal akhir bulan Mei 2016 den_gan jumlah J\SM sebanyak 65 dengan 

total bantuan sebesar Rp. 21.095.817,~, sedangkan penya1uran bantuan bagi 

pcserta PKH tahap I tahun 2017, masih menunggu jadwal dari pelaksana 

PKH pusat. 

3. Bagaimana Pelaksanaan Verifikasi Komitmcn Peserta PKH di Kecamatan 

Tanjung Palas? 
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Verifikasi komitmen baik bidang pendidikan maupun kesehatan bagi peserta 

PKH tidak semata sebagai rujukan untuk menentukan jumlah bantuan yang 

akan diperoleh pada tahap penyaluran bantuan, akan tetapi menjadi suatu 

rangkaian pcmbelajaran sikap disiplin terhadap persyaratan sebagai peserta 

PKH. 

4. Apakah pemah te~jadi pcnangguhan dan pembatalan bantuan bagi pcserta 

PKH di Kccamatan Tanjung Palas? 

Komitrncn pcmcrintah Kabupaten Bulungan terhadap pclaksanaan PKH 

cukup tinggi, bahkan pada tahun 2014 Kabupaten Bulungan rnendapatkan 

penghargaan dari Menteri Sosial sebagai salah satu Kabupaten terbaik untuk 

komitmen terhadap pelaksanaan PKH. 

5. Apakah pernah dilaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan 

PKH di Kecamatan Tanjung Palas? 

Monitoring PKH yang dilaksanakan untuk mengetahui konsistcnsi 

pclaksana dalam implementasi PKH serta konsistensi peserta dalam 

mcmcnuhi komitmen. Scdangkan kegiatan evaluasi dilakukan atas dasar 

kcgiatan monitoring. 

6. 13agaimanakah Pelaksanaan Sosialisasi PKH di Kecamatan Tanjung Pala?'! 

Sosialisasi awal mcngenai PKH di Kecamatan Tanjung Palas telah 

dilaksanakan pada Tahun 2014. Pada saat sosialisasi disampaikan bahwa 

sasaran PKH adalah Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan tujuan 

meningkatkan akscs dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi 

peserta sesuai syarat, mekanismc pcmberian bantuan serta alur pelaksanaan 
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PKH yang diatur lebih rinci dalam Pedoman Umum dan Pedoman 

Operasional PKH 

7. Bagaimanakah bentuk struktur pelaksana PKH Kecamatan Tanjung Palas? 

Terjadi perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Sosial 

Kabupaten Bulungan sebagai Pelaksana PKH serta mutasi pejabat 

struktural yang sebelumnya tennasuk dalam unsur UPPKII Kabupaten 

Bulungan tahun 2016 sehingga semua pelaksana PKH yang melekat pada 

jabatan struktural mcrupakan pcrsonil baru. 

8. Sejauhmana wewenang pelaksana PKH yang merupakan unsur daerah 

dalam implemcntasi PKH? 

Karena PKH merupakan progmm nasional, wewenang penuh dimiliki oleh 

kementcrian sosial misalnya dalam mcnetukan kelompok sasaran dan 

menyelcksinya hingga berhak mcnjadi anggota PKH. Kewenangan lain 

yang dimiliki pusat adalah dalam rangka penyeleksian daerah mana saja 

yang dapat menerapkan PKH. juga berwenang dalam penentuan dana 

penyeleksian pendamping dan pelaksana. 

·9. Apakah alokasi dana untuk operasional PKH sudah mencukupi dalam 

pelaksanaan PKH di Kecamatan Tanjung Palas? 

Anggaran Daerah untuk tahun ini berkurang jadi anggaran untuk 

mendukung kegiatan PKH juga berkurang. Untuk pelaksanaan seluruh 

k.egiatan masih kuntng. jadi ada beberapa kegiatan yang tidak bisa 

dilaksanakan. 

I 0. Bagaimanakah proses pcrekrutan Pelaksana PKH Kccamatan Tanjung Palas 

yang merupakan unsur pusat/kcmeterian? 
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Koordinator, Operator dan Pendamping PKH merupakan unsur 

Kementerian yang direkrut melalui test offiine atau seleksi tertulis, 

wawancara maupun Focus Group Discussion (FGD). Namun untuk tempat 

pelaksanaan difasilitasi oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara dan 

Dinas Sosial Kabupaten Bulungan 

II. Apakah ada insentif yang diberikan kepada Pclaksana PKH Kecamatan 

Tanjung Palas yang merupakan unsur pusatlkcmeterian? 

Tidak diberikan insentif atau honor tambahan bagi koordinator dan 

pendamping program, daerah hanya menyediakan biaya operasional untuk 

pelaksanaan tugas seperti biaya transportasi dan biaya A TK. 

12. Sejauhmana dukungan pemerintah daerah dan pelaksana PKH dalam 

pelaksanaan PKH di Kecamatan Tanjung Palas? 

Sesuai komitmen pcmerintah daerah pada awal masuknya PKH, maka 

pemcrintah daerah mclalui Dinas Sosial wa_jib menganggarkan biaya 

operasional untuk mendukung pelaksanaan PKH. Walaupun beberapa tahun 

terakhir jumlahnya relatif kecil dan tahun ini biaya pendukung PKH hanya 

sebesar Rp. 150.000.000,00 

13. ~ejauhmana efektifitas implcmentasi PKH di Kec. Tanjung Pal as? 

Bantuan dana tunai PKH diberikan kepada ibu atau percmpuan dewasa 

(nenek, bibi atau kakak perempuan) yang biasa discbut Pengurus Keluarga. 

Walaupun jumlah bantuan relatif kecil untuk wilayah kalimantan, 

pcmberian dana kepada pcngurus keluarga diyakini akan dapat mendorong 

cfektifitas PKH dalam mcningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan 
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penerima bantuan serta merubah pola pikir peserta PKH untuk 

membelanjakan dana bantuan sesuai ketentuan yang dipersyaratkan. 
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IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) D1 
KECAMATAN TANJUNG PALAS KABUPATEN BULUNGAN 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Jabatan Narasumber StafSeksi Perlindungan Jaminan Sosial 

Tgl/blnlthn Wawancara II ,20 April dan 3 Mei 2017 

Nama Narasumber :Martini Djumianti, S.Sos 

I. Bagaimana Mekanisme Penyaluran Bantuan Bagi Peserta PKH? 

Pelaksanaan Pcnyaluran bantuan dilakukan oleh PT POS sctiap tiga bulan 

(triwulan) pada tanggal yang ditcntukan oleh masing-masing kantor. Peserta 

PKII tahap IV tahun 2016 telah menerima penyaluran bantuan pada bulan 

Desembcr 2016. sedangkan peserta PKH tahap IV tahun 2016 saturasi dan 

peserta tahun I 2017. hingga saat ini belum dilaksanakan penyaluran 

bantuan.'· 

2. Bagaimana Pclaksanaan Verifikasi Komitmen Peserta PKH di Kecamatan 

Tanjung Pa\as? 

UnlUk verifikasi komitmen pescrta, Pendamping Kecamatan mcngunjungi 

fasdik (fasilitas pendidikan) dan faskes (fasilitas kesehatan). Hasil verifikasi 

akan menjadi dasar bcsaran bantuan yang diperolch peserta PKH dalam satu 

tahap penyaluran bantuan. 

3. l:lagaimanakah proses pemutakhiran data pcscrta PKH di Kecamatan Tanjung 

Palas? 
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Kewajiban Pendamping PKH untuk mengawasi hila teijadi perubahan dalam 

struktur keluarga peserta yang berpengaruh pada perubahan data peserta, baik 

melalui pertemuan kelompok peserta maupun melalui data SIM PKH. 

4. Apakah pcmah dilaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan 

PKH di Kecamatan Tanjung Palas? 

Pelaksanaan monitoring Monitoring dilakukan dcngan cara mengikuti 

langsung kegiatan dan menganalisis hasil pelaporan dan perkembangan 

pelaksanaan. ketika ditemukan rcrmasalahan atau kendala dalam pelaksanaan 

PKH maka dilakukan cvaluasi dengan melaksanakan pertemuan atau rapat 

koordinasi untuk mengetahui sejauh mana permasalahan tersebut 

mcnghambat pelaksanaan PKH di lapangan. Untuk pelaksanaan evaluasi 

biasanya dilaksanakan setahun sekali, namun dikarcnakan ketcrbatasan biaya 

pada tahun 2016 tidak dilaksanakan evaluasi PKH. 

5. Bagaimanakah Pelaksanaan Sosialisasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas? 

Sosialisasi Pemah dilaksanakan pada Tahun 2014 di Kantor Desa Gunung 

Putih, dihadiri perangkat desa dan kecamatan,perwakilan dari puskesmas dan 

kcpaia sekolah, tokoh masyarakat serta peserta PKH dengan nara sumber dari 

UPPKH Kabupaten Bulungan dan Pendamping PKH Kecamatan Tanjung 

Palas. 

6. Bagaimanakah bentuk struktur pclaksana PKH Kccamatan Tanjung Palas? 

Struktur organisasi pada Dinas Sosial mcngalami perubahan selain itu juga 

ada mutasi pejabat eselon sehingga ~jabat struktural yang menjadi 

pelaksana PKH merupakan personil baru. Disamping itu, Posisi operator 
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PKH hingga saat ini masih kosong jadi tugas operator dirangkap oleh 

koordinator PKH Kabupaten 

7. Bagaimanakah bentuk dan cara penyampaian infonnasi dalam pclaksanaan 

PKH Kecamatan Tanjung Palas?? 

Sebagai panduan pelaksanaan PKH terscdia buku pedoman umum dan 

pedoman operasional PKH yang dikeluarkan setiap tahun. Namun, pedoman 

terbaru hanya tersedia dalam bentuk softcopy. 

8. Apakah alokasi dana untuk operasional PKI I sudah mencukupi dalam 

pelaksanaan PKH di kecamatan Tanjung Palas'? 

Tahun ini anggaran operasional PKH scmakin minim, yang pasti masih tidak 

mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan secard maksimal karena dampaknya 

dana operasional untuk pendamping juga akan berkurang dari tahun 

sebelumnya. Hingga saat ini belum dilaksanakan pcrtemuan untuk mcmbahas 

besaran dana operasional umuk masing - masing pendamping terse but. 

9. Hagaimanakah proses perekrutan Pelaksana PKH Kecamatan Tanjung Palas 

yang merupakan unsur pusatlkcmeterian? 

Pdaksanaan test perekrutan dimaksudkan agar mendapatkan staf atau 

pelaksana yang _memiliki kcmampuan dan komitmen yang tinggi terhadap 

pelaksanaan PKH. Namun, Pcrckrutan tidak dilakukan setiap tahun tetapi 

sesuai dengan dengan kebutuhan. pada posisi mana ada kekosongan. 

10. Scjauhmana dukungan pemerintah dacrah dan pclaksana PKH dalam 

pelaksanaan PKH di Kecamatan Tanjung Palas'? 

Pelaksana PKH melalui Dinas Sosial mcmrasilitasi rckruitmen Koordinator, 

Operator dan Pendamping PKH, mcngawal sctiap tahapan pelaksanaan 
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hingga pencairan bantuan serta melaksanakan kegiatan monitoring dan 

evaluasi PKH. 

II. Bagaimana koordinasi antara Pelaksana PKH kecamatan dengan 

pendamping PKH? 

Koordinasi antar pelaksana PKH terjalin dengan baik, disesuaikan dengan 

teknologi yang ada koordinasi saat ini menggunakan whats App baik melalui 

grup ataupun personal message. Schingga setiap informasi yang ada dapat 

disampaikan dengan cepat. 
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IMPLEMENT AS! PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI 
KECAMATANTANJUNGPALASKABUPATENBULUNGAN 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Jabatan Narasumber Koordinator PKH Kabupaten Bulungan 

Tgl/blnJthn Wawancara 14 Maret, 4 dan 18 April, 2dan 3 Mei 2017 

Nama Narasumber Arwin Gutawa, S.Kom 

I. Bagaimanakah Proses Penetapan Sasaran Peserta PKH 

182 

CaJon peserta PKH sudah ditetapkan dari Kementerian Sosial berdasarkan 

data PPLS berupa daftar nama dan alamat (by name by address). Tugas 

pendamping melakukan validasi apakah caJon peserta tersebut berhak 

mendapatkan bantuan PKH. 

2. Bagaimanakah Proses Validasi Peserta PKH? 

Validasi pada dasamya untuk memastikan kesesuaian data apakah data yang 

dikeluarkan oleh Basis Data Terpadu sudah sesuai kriteria, kemudian 

pendamping melaksanakan pertemuan awal dan pencocokan data -serta 

kunjungan ke rumah caJon peserta. Sebagai contoh adaa_nya proses validasi 

adalah yaitu : Jumlah peserta PKH Kecamatan Tanjung Palas pada tahap IV 

tahun 2016 adalah sejumlah l36 KSM, dikarenakan adanya penambahan 

komponen disabilitas dan lanjut usia dilakukan validasi ulang sehingga 

dipcroleh tambahan peserta (saturasi) sebanyak 65 KSM. 

3. Bagaimana Pelaksanaan Verifikasi Komitmen Pcscrta PKH di Kecamatan 

T anj ung Palas? 
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Saya melaksanakan tugas operator sebagai pengumpul data hasil verifikasi, 

kemudian mcmeriksa kcsesuaian formulir verifikasi dan melakukan entri data 

kc SIM PKH yang online ke pusat. Data dari SIM PKH akan dikirimkan 

dijadikan sebagai dasar pembayaran bantuan. 

4. Bagaimanakah proses pemutakhiran data peserta PKH di Kecamatan Tanjung 

Palas? 

Perubahan data dilaporkan oleh langsung peserta PKH atau melalui SIM 

PKII. Pendarnping bekcrjasama dengan ketua kelompok ibu peserta PKH 

akan memverifikasi pcrubahan data terkait menggunakan fonnat 

Pemutakhiran Data sclanjutnya ditcruskan ke Pclaksana PKH Kabupatcn 

sctiap minggu kedua sctiap bulan untuk diproscs dan dikirim kc Pclaksana 

PKH Pusat. 

5. Bagaimanakah Pelaksanaan Sosialisasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas? 

Sosialisasi PKH telah dilaksanakan pada tahun 2014. Sosialisasi dihadiri 

oleh lnstansi Pelaksana PKI-l yaitu dari Dinas Sosial, Koordinator PKH 

Kabupaten, Pendamping PKH Kecamatan Tanjung Palas, Unsur Pcndidika~ 

dan Kcschatan maupun unsur Kccamatan lainnya serta masyarakat peserta 

PKII. 

6. Bagaimanakah cara penyampa1an informasi dalam Pclaksanaan PKH di 

Kccarnatan Tanjung Palas? 

Dilakukan pertemuan rutin untuk rnemberikan pengarahan scrta rev1ew 

pelaksanaan PKH di rnasing - masing kecamatan schingga dapat 

diidentitikasi pennasalahan atau kcndala pelaksanaan PKH di lapangan serta 

mcncmukan langkah - langkah untuk mcngatasi permasalahan tcrscbut. 

43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



184 

7. Bagaimanakah bentuk struktur pelaksana PKH Kecamatan Tanjung Palas? 

Pelaksana PKH unsur kementerian yaitu koordinator, operator dan 

pendamping kecamatan. Posisi Operator PKH kosong sejak tahun 2105, saat 

ini selain sebagai Koordinator PKH saya juga melaksanakan tugas Operator 

PKH. Scbenamya tidak ada kendala teknis dalam hal ini, namun dikarcnakan 

saya Juga harus melaksanakan pekerjaan sesuai tupoksi scbagai 

Koordinator.maka untuk mclak.sanakan pekerjaan yang mcnjadi tugas 

Operator membutuhkan waktu yang scdikit lebih lama. 

8. Bagaimanakah bentuk dan cara penyampaian informasi dalam pelaksanaan 

PKH Kecamatan Tanjung Pa\as? 

Untuk seluruh Koordinator PKH Kabupaten dilaksanakan pertemuan untuk 

pemantapan koordinator dalam mngka pengendalian kegiatan sedangkan 

untuk operator dan pendamping PKH dilaksanakan pelatihan atau bimbingan 

teknis. Semua pendamping PKH di Kabupatcn Bulungan telah mengikuti 

bimtek. 

9. Bagaimanakah proses perekrutan Pelaksana PKH Kecamatan Tanjung Palas 

yang merupakan unsur pusat!kemeterian? 

Koordinator, Operator dan Pendamping PKH direkrut oleh pusat melalui 

proses seleksi dan diutamakan berdomisili di lokasi penempatan. Selanjutnya 

personil yang lolos seleksi akan diberikan diklat dan bimtek yang 

dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan menanamkan arti penting 

PKH bagi masyarakat miskin peserta PKH. 

10. Apakah ada insentif yang diberikan kepada Pelaksana PKH Kecamatan 

Tanjung Palas yang merupakan unsur pusat/kemeterian? 
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Untuk penunjang pelaksanaan tugas, dari pihak kabupaten diberikan biaya 

operasional yang digunakan untuk biaya transportasi dan pelaporan. llonor 

lain diluar gaji pokok tidak ada. 

II. Bagaimanakah Standard Operting Proscdures (SOP) pelaksanaan PKH di 

Kecamatan Tanjung Palas? 

SOP PKH sebagian besar melekat pada tugas dan fungsi pendamping PKII 

yang dimulai dari pemberian data dari pusat berupa data KSM caJon peserta 

PKH. kcmudian melalui data terscbut pendamping rncngundang untuk 

melakukan pcrtcmuan awal dan validasi. 

12. Sejauhmana dukungan pemerintah daerah dan pclaksana PK!-1 dalam 

pelaksanaan PKH di Kecamatan Tanjung Palas? 

Tanggung jawab Koordinator adalah melaksanakan koordinasi dalam setiap 

tahapan kegiatan PKH baik kepada pendamping, unsur dinas maupun 

pclaksana PKH provinsi dan Pelaksana PKH pusaL sedangkan pendamping 

PKH mcrupakan unsur yang berperan secara langsung dalam setiap tahapan 

kegiatan PKJ L 
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IMPLEMENT AS! PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) D1 
KECAMATANTANJUNGPALASKABUPATENBULUNGAN 

TRANSKRIP WAWANCARA 

Jabatan Narasumbcr Pendamping PKH Kecamatan Tanjung Palas 

Tgllbln/thn Wawancara 20 April 2017 

Nama Narasumber : Rudiansyah, A.Md.Farm 

I. Bagaimanakah Proses Penetapan Sasaran Peserta PKH? 

186 

Penetapan sasaran menghasilkan data calon peserta PKH sesua1 kriteria 

diterapkan kepada Basis Data Terpadu yang berisikan daftar nama dan alamat 

Keluarga calon peserta PKH untuk masing masing daerah. Selanjutnya tugas 

pendamping untuk melakukan validasi sesuai lokasi penempatan. 

2. Bagaimanakah Proses Validasi Peserta PKH? 

Setelah menerima data calon peserta dan formulir validasi saya berkoordinasi 

koordinator Kabupaten un~uk mengatur jadwal pertemuan awal. Selanjutnya 

saya mengirimkan undangan kepada calon peserta ·sesuai waktu dan ternpat 

yang sudah ditentukan. Pada saat pelaksarman validasi tidak saja dilakukan 

pengisian forrnulir dan pcncocokan data tapi juga kunjungan kc rumah calon 

peserta. Pacta Implementasi PKI I, tambahan komponcn disabilitas dan lansia 

sudah terdapat dalam Buku Pedoman Umum PKH yang ditcrbitkan bulan 

Maret 2016, di Kabupaten Hulungan khususnya Tanjung Palas baru bisa 

divalidasi pada Desember 20 16 yang dikenal dengan Peserta PKil saturasi. 
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3. Apakah di Kecamatan Tanjung Palas telah dilaksanakan pembentukan 

kelompok peserta PKH? Bagaimana mekanismenya? 

Di Kecamatan Tanjung Palas. Kelompok Peserta PKH ditetapkan 

berdasarkan lokasi desalkelurahan, sehingga lebih mudah mengumpulkan 

peserta apabila ada pertemuan kelompok. 

4. Bagaimana Pelaksanaan Verifikasi Komitmen Peserta PKH di Kecamatan 

Tanjung Palas? 

Pendamping mengambil fonnulir verifikasi yang telah diisi oleh petugas di 

sekolah maupun puskesmas untuk melakukan pengecekan dan pengisian 

formulir verifikasi kcmudian dikumpulkan ke operator kabupaten untuk di 

input ke sistcm. Namun karena posisi operator kosong, pcngumpulan dan 

input data dilakukan oleh Koordinator PKH Kabupaten. 

5. Apakah pemah terjadi penangguhan dan pembatalan bantuan bagi peserta 

PKH di Kecamatan Tanjung Palas? 

Sejak saya bertugas sebagai pendarnping PKH Kecamatan Tanjung Palas, 

belum ada peserta PKH yang bantuannya ditangguhkan atau dibatalkan yang 

artinya hingga saat ini peserta PKH masih mernegang korflitmen dengan 

memenuhi scmua persyaratan yang telah ditentukan. 

6. Bagaimanakah proses pcmutakhiran data peserta PKH di Kecamatan Tanjung 

Pal as? 

lnfonnasi perubahan data peserta disampaikan pada saat tugas pcndampingan 

yaitu pertemuan kelompok peserta PKH. Selain itu, perubahan data peserta 

juga dapat dimonitor melalui SIM PKH. Contohnya, jika seorang anak sudah 
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berusia 5 tahun 9 bulan, berarti dalam waktu 3 bulan dia akan keluar dari 

PKH Kcschatan dan masuk ke PKH Pendidikan. 

7. Bagaimanakah Pclaksanaan Sosialisasi PKII di Kecamatan Tanjung Palas? 

Saya baru menjadi Pendamping PKH Kecamatan Tanjung Palas Sejak Tahun 

2016. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan adalah pada saat pertemuan awal 

yaitu pengenalan program kepada caJon pcserta PKII. Selain itu juga 

dilakukan validasi atau kegiatan mencocokkan data awal hasil pendataan 

sebelumnya dcngan kondisi tcrkini caJon pescrta PKII dcngan tujuan 

memperoleh pesen.a PKH yang valid dan mcmcnuhi kriteria 

(eligible) scsuai syarat kepesertaan PKJI. 

8. Bagaimanakab cara pcnyarnpaian infonnasi dalam Pelaksanaan PKH di 

Kccamatan Tanjung Palas? 

Semua infonnasi mcngenai PKH yang kami perolch dari hasil pertemuan 

dengan Pelaksana PKH Kabupatcn. kami sampaikan pada saat pertemuan 

dengan kelompok peserta PKII yang dilaksanakan 2 bulan sckali. Namun jika 

ada hal yang bersifat urgen atau penting biasanya pendamping langsung ke 

rumah peserta (Home Vis it). 

9. Scjauhmana konsistensi aturan atau mckanisme pelaksanaan PKII? 

Aturan atau mckanismc dalam pelaksanaan PKH masih sering berubah 

contohnya komponcn bantuan untuk tingkat SMA yang haru masuk sejak 

tahun 2015, serta komponen disabilitas dan lansia pada tahun 2016. Untuk 

komponen lansia dan disabilitas, dikarenakan memerlukan proses pendataan 

dan validasi ulang maka baru akan menerima bantuan pada tahun 2017. 

Selain itu. tc~jadi perubahan mckanisme penyaluran bantuan. jika pada tahun 
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2016 diberikan secara tunai melalui kantor pos, pada tahun 2017 akan 

diberikan secara non tunai melalui rekening bank 

10. Fasilitas apa saja yang di perolch Pendamping PKH dalam pelaksanaan 

tugas pendampingan? 

Dalam pelaksanaan tugas pendampingan saya menggunakan sepeda motor 

sebagai alat transportasi ke desa atau kelurahan, handphone scbagai alat 

komunikasi dan dokumentasi serta laptop untuk membuat laporan. Selain itu, 

untuk pclaksanaan pertemuan rutin biasanya digunakan fasilitas umum seperti 

bangunan TK atau PAUD. Fasilitas untuk peserta PKH bidang pedidikan 

sesuai fasilitas yang tersedia pada masing- masing sckolah, sedangkan untuk 

bidang kesehatan fasilitas yang tersedia pada puskesmas atau pustu. 

II. Bagaimanakah proses perekrutan Pelaksana PKH Kecamatan Tanjung Palas 

yang mcrupakan unsur pusat/kemctcrian? 

Koordinator. Operator dan Pendamping PKH direkrut oleh pusat melalui 

proses seleksi dan diutamakan berdomisili di lokasi penempatan. Selanjutnya 

personil yang Joles seleksi akan diberikan diklat dan bimtek yang 

dlmaksudkan untuk -memberikan pemahaman dan menanamkan arti penting 

PKH bagi masyarakatmiskin peserta PKH. 

12. Apakah ada insentif yang diberikan kepada Pelaksana PKH Kecamatan 

Tanjung Palas yang mcrupakan unsur pusat/kemeterian? 

Dibcrikan dana operasional untuk pelaksanaan kcgiatan pendampingan. 

Untuk tahun 2016 besamya 1.3 Jt. Untuk tahun ini bel urn ada infonnasi. 

Kcmungkinan akan berkurang karena secara kcscluruhan anggaran untuk 

operasional bcrkurang. 
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13. Bagaimanakah Standard Operting Prosedures (SOP) pelaksanaan PKH di 

Kecamatan Tanjung Palas? 

SOP PKH sebagian besar melekat pacta tugas dan fungsi pendamping PKH 

yang dimulai dari pemberian data dari pusat berupa data KSM caJon peserta 

PKH.Sebelum penetapan peserta PKH, dilakukan pertemuan awal bagi KSM 

yang akan menjadi caJon peserta PKJ I juga elemen-elemen bidang pendidikan 

dan kesehatan yang akan terlibat. Setelah itu barulah pendamping melakukan 

proses validasi data yang bet1ujuan mcmeriksa data caJon peserta untuk 

menilai kelayakan menjadi peserta PKH. Setelah proses validasi selesai, 

dilakukan entri data oleh operator PKH yang dalam hal ini dilaksanakan oleh 

Koordinator PKI-I. Dari hasil entri data yang dikirim ke pusat akan diketahui 

KSM yang berhasil lolos menjadi peserta PKH. Namun Pcrtemuan awal dan 

validasi data hanya dilaksanakan jika ada data baru berupa pcnambahan 

maupun pengurangan 

14. Manfaat apa yang diperoleh oleh peserta PKH? 

Tingkat kesejahteraan peserta setelah menenma bantuan PKH berangsur 

membaik. rbu-ibu peserta PKH \ebih konsen memperhatikan kebutuhan 

sekolah anak dan rutin mclakukan imunisasi untuk anak balita scrta lcbih 

kreatif untuk melakukan usaha bcrsama dcngan kclompok Peserta PKH 
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L Apakah di Kecamatan Tanjung Palas telah dilaksanakan pembentukan 

kelompok peserta PKH? Bagaimana mekanismenya? 

Seluruh anggota kelompok ini merupakan peserta PKH Kelurahan Tanjung 

Palas Hilir, jika ada pertemuan kelompok pengaturan lokasi dan waktu 

pelaksanaan pertemuan lebih mudah. 

2. Bagaimana Mekanisme Penyaluran Bantuan Bagi Peserta PKH? 
' 

Penyaluran bantuan dilaksanakan di kantor desa atau kelurahan. Dilak:ukan 

oleh PT POS dibantu pendamping dan petugas Dinas Sosial. Dilaksanakan 4 

kali daiam I tahun, tetapi waktunya tidak menentu terkadang tepat waktu 

kadang juga terlambat. 

3. Bagaimanakah proses pemutakhiran data peserta PKH di Kecamatan Tanjung 

Pal as? 

Biasanya peserta memberitahukan adanya perubahan data ketika dilaksanakan 

pcrtemuan rutin kelompok peserta PKH seperti kehamilan, kelahiran bayi, 

kematian anggota keluarga, perpindahan atau perubahan alamat, perubahan 
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tingkat pendidikan anak. perubahan nama penerima PK.H, maupun perubahan 

fasilitas yang diakses. 

4. Bagaimanakah pelaksanaan sosialisasi PKH di Kecamatan Tanjung Palas? 

Sejak menjadi peserta PKH tahun 2014, saya beberapa kali menghadiri 

sosialisasi sebelum pencairan bantuan PKH. Tennasukan pencocokan data 

basil pendataan dengan kondisi sebenamya saat pelaksanaan sosialisasi. 

5. Bagaimanakah cara penyampaian infonnasi dalam Pelaksanaan PKH di 

Kecamatan Tanjung Palas? 

Untuk menguatkan komitmen dan mendapatkan informasi terbaru mengenai 

PKH Pertemuan kelompok peserta PKH sangat penting dilakukan, di sini 

kami bisa saling mendengarkan keluhan dari masing - masing anggota 

kelompok., walaupun disetiap pertemuan tidak semua peserta bisa hadir." 

(Wawancara., Kamis tanggal20 April2017). 

6. Fasilitas apa saja yang di peroleh peserta penerima PKH di Bidang 

pendidikan? 

Fasilitas yang diterima sama seperti anak sekolah pada umumnya yaitu semua 

fasilitas yang tersedia di sekolah yang berbeda hanya peserta PKH menerima 

bantuan untuk membantu membeli kebutuhan anak sekolah. 

7. Sejauhmana konsistensi aturan dalam pelaksanaan PKH? 

Aturan pelaksanaan PKH sering berubah. Karena pada saat sosialisasi atau 

pertemuan awal yang biasanya dilaksanakan di kecamatan, infonnasi yang 

disampaikan bersifat umum, maka perubahan aturan dan infonnasi lainnya 

yang lebih rinci disampaikan saat pertemuan rutin. Pada saat itu juga peserta 

bisa lebih nyaman bertanya karenajumlah peserta yang lebih sedikit. 
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8. Manfaat apa yang diperoleh oleh peserta PKH? 

Bantuan PKH sangat berarti bagi kami. karena biaya yang seharusnya untuk 

membeli perlengkapan anak sekolah bisa kami gunakan untuk keperluan lain. 
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1. Apakah di Kecamatan Tanjung Palas telah dilaksanakan pembentukan kelompok 

peserta PKH? 

Saya selalu mengikuti pertemuan kelompok peserta, namun ada juga 

beberapa peserta yang tidak bisa hadir dikarenakan ada kesibukan lain 

sebagai ibu rumah tangga. 

2. Bagaimanakah pelaksanaan sosialisasi PKH di Kecamatan Tanj~ng Palas? 

Pemah dilaksanakan sosialisasi dari Dinas Sosial Kabupaten dan pendamping 

PKH. 

1. Bagaimanakah cara _penyampaian infonnasi dalam Pelaksarlaan PKH di 

Kecamatan Tanjung Palas? 

Pertemuan rutin biasanya dilaksanakan sctiap satu bulan untuk penyampaian 

infonnasi PKH namun saat ini dilaksanakan sekitar 2 bulan sekali. 

4. Manfaat apa yang diperoleh oleh peserta PKH? 

Sangat terbantu dengan adanya bantuan PKH. Bantuan bisa kami gunakan 

untuk membeli perlengkapan sekolah anak - anak jadi biaya hidup lebih 

rmgan. 
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Dilaksanakan sosialisasi di Kantor Desa Gunung Putih. Selain dari Dinas 

Sosial dan pendampingjuga dihadiri caJon peserta PKH. 

2. Bagaimanakah cara penyampaian informasi dalam Pelaksanaan PKH di 

Kecamatan TanjungPalas? 

lnformasi lebih jelas biasanya disampaikan saat pertemuan rutin tetapi 

terkadang masih ada peserta yang tidak bisa hadir karena urusan rumah 

tangga atau ada pekerjaan lain. 

3. Fasilitas apa saja yang di peroleh peserta penerima PKH di Bidang 

pendidikan? 

Tidak ada fasilitas khusus, menggunakan semua fasilitas yang tersedia baik di 

sekolah maupun puskesmas. 

4. Manfaat apa yang diperoleh oleh peserta PKH? 

Bantuan PKH sangat bermanfaat untuk kebutuhan anak sekolah dan 

pemeriksaan kesehatan ibu saat hamil dan setelah melahirkan. 
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LAMPIRAN IV. DOKUMENTASI PENEUTIAN 

Kantor Dinas Sosial Sebagai Sekretariat Pelaksana PKH 

·. 

Ruang Sekretariat Pelaksana PKH 

196 

43142.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



Pertemuan Kelompok Peserta PKH 
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Dokumcntasi wawancara dengan Kepala 13idang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan 
Sosial atau ketua Pelaksana PKH Kabupaten Bulungan 
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Dokumentasi wawancara dengan Kepala Seksi Perlindungan Jaminan Sosial 

atau sekretaris Pelaksana PKH Kabupaten Bulungan 

\ \ 
( -

Dokumentasi wawancara dengan stafSeksi Perlindungan Jaminan Sosial 
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Dokumentasi wawancara dengan Koordinator PKH Kabupaten Bulungan 

Dokumentasi wawancara dengan Pendam ping dan Peserta PKH 
Kecamatan Tanj ung Palas 
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HASIL VAUOASI PlSERTA l'ltH 01 ICAIUPATEN IULUNOAH TAHAP IV SAT\JWI TAHUN 2011 

' 
Row Lab•ls Count of NOPESISUm ofTOTAI...NOM SUm of NfW_TO'fAI...T Sum of JMLAHA Sum of JMLANAI Sum of JMI.ANAKSI Sum of JMLIUI Sum of JMLIAlSUm of JMLAPIIA SUm of JMUU SUmofJMLOI 
PESO 114 242150000 1442.9144 n 36 30 1 39 16 35 6 
PESO HILIR 159 264300000 41899974 86 62 51 0 44 17 24 
SEICATAK 93 151750000 24270821 82 45 22 0 28 6 a 
TANJUNG PALAS 65 155650000 ~1095817 47 22 23 0 30 4 22 4 
TANJUNG PALAS 8ARAT 121 206400000 32324974 .. 55 39 22 1 8 7 52 4 
TANJUNG PALAS TENGAH 138 251650000 38220815 84 83 33 0 51 6 15 7 
TANJUNG PALAS TIMUR 253 547050000 77ll2436 I 138 91 73 0 39 27 118 13 
TANJUNG PALAS UTARA 145 2408SOOOO 38195802 62 31 9 0 7 7 u 
TANJUNG SELOR 139 2829SOOOO 40954146 108 73 46 0 78 7 15 
GnndTotll lll7 U427SOOOO 341803931 • 735 412 309 2 324 97 J72 41 
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Row Lebels 
PESO 
PESO Hlli R 
SEKATAK 
TAHJUNG PALAS 
TANJUNG PALAS BARAT 
TANJUNG PAI.AS TENGAH 
TANJUNG PALAS n MUR 
TANJUNG PALAS UTARA 
TANJUNG SELOR 
GrendTot1l 

f' 'I P "I 

HASIL VALIDASI PESERTA PKH 01 KABUPATEN I UlUNGAN TAHAP IV TAHUN 2016 

Count of NOPESEII1 Sum of NOMIN~l-SE . Sum of NEW.TOTAI.NOMIN Sum ofTOTAlPENC Sum of JMlANAKl Sum of JMLANAKS Sum of JMlANAKSMA 
94 40100000 42100000 0 89 62 43 

33 15600000 16637500 0 45 23 15 
139 108000000 74150000 0 167 8S 56 
1.36 51600000 61787500 0 147 97 62 
100 43200000 44162500 0 108 54 46 

95 43200000 48487500 0 116 65 ss 
47 19200000 21325000 0 56 31 20 . 
88 21600000 35675000 0 87 53 45 

93 49200000 4600oood 0 120 64 39 . 
825 392400000 390325000 . 0 us 534 311 . 

.. 

Sum of JMliUMIL Sum of IMliAUTA Sum of JMlAPIIAS 
2 31 10 
0 17 0 

1l lOS 0 
1 51 0 
0 "" 0 
4 42 0 
1 18 0 
0 9 12 
0 49 s 

19 366 27 
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